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ABSTRAK 
Prima Suhardi Putra, S. 311508011, 2017, Implementasi Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai 
Negeri Sipil Terhadap Kebijakan Mutasi Guru di Lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan. 
Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi 
Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan 
Guru Pegawai Negeri Sipil terhadap kebijakan mutasi guru di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris (non-doktrinal). 
Hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial 
sebagai dampak dalam interaksi sosial antar mereka, eksis sebagai variabel sosial 
yang empirik dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumenter guna 
mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan 
analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan 
Bersama dengan melaksanakan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap 
guna memenuhi kebutuhan lebih dari 350 orang guru pada wilayah pinggiran 
Kabupaten Magetan. Menurut teori sistem hukum dari Friedman dapat dijelaskan, 
secara struktur kepala satuan pendidikan bersama kepala UPT Pendidikan 
Kecamatan dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi untuk mengetahui 
kondisi distribusi guru secara nyata. Dengan adanya kerjasama secara terstruktur 
diharapkan distribusi tersebut berjalan dengan baik dan adil untuk memenuhi 
kebutuhan guru, dari substansi hukum kebijakan yang diterapkan guna memenuhi 
kekurangan kebutuhan guru yang ada adalah dengan mutasi guru Pegawai Negeri 
Sipil secara bertahap, secara komponen budaya hukum, guru harus bersedia 
ditempatkan di satuan pendidikan manapun. Adapun kendalanya adalah mutasi 
guru membuat rentan terjadinya penyalahgunaan jabatan, banyak guru yang sudah 
mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai 
Negeri Sipil dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi akan berusaha untuk 
mempertahankan posisinya pada satuan pendidikan tempat bekerjanya. 
 
Kata Kunci: Kebijakan, Mutasi, Guru Pegawai Negeri Sipil. 
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ABSTRACT 
 
Prima Suhardi Putra, S. 311508011, 2017, The Implementation of the Joint 
Regulation of the Five Ministers Year 2011 About the Arrangement and 
Equitable Teacher Toward Civil Movement Teacher in Environmental Policy 
Department of Education District Magetan.  
Thesis : Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta.  
 
The objectivie of this research is to determine the policy of the Department 
of Education District Magetan and obstacles encountered in the implementation 
of the Joint Regulation of the Five Ministers Year 2011 about the Arrangement 
and Equitable Teacher Toward Civil Movement Teacher in Environmental Policy 
Department of Education District Magetan. 
This research includes empirical legal research (non-doctrinal). Laws are 
drafted in a symbolic manifestation of the meanings of social behavior as a result 
of social interaction between them, exist as an empirical social variables by 
taking the location of the research in Department of Education District Magetan. 
Data was collected through interview and documentary in order to obtain 
primary data and secondary one. Data analysis using qualitative analysis with 
inductive logical thinking. 
The results showed that the implementation of joint regulation to 
implement the Civil Servant teacher mutations gradually to meet the needs of 
more than 350 teachers in the sub-urban areas Magetan. According to the theory 
of Friedman's legal system can be described, in the structure of the head of the 
education unit together with the head of the District Education Unit and the 
Department of Education to coordinate to determine the condition of the real 
distribution of teachers. By structured cooperation it is expected the distribution 
is going well and fairly to meet the needs of teachers, from the legal substance 
policy applied in order to meet the shortage of teachers needs that there is a 
mutation teacher Civil Servants gradually, as a component of legal culture, 
teachers must be willing to be placed in any educational unit. The problem is that 
teachers mutation makes it vulnerable for abuse of job position, a lot of teachers 
who have received certification allowance, teachers who have been appointed as 
Civil Servants and has received certification allowance will strive to maintain its 
position on the workings of the educational unit. 
 
Key Words: Policy, Mutation, Civil Servant Teacher. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa, melalui pendidikanlah 
bangsa akan tegak untuk mampu menjaga martabatnya. Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 
disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”. 
Dibandingkan dengan undang-undang pendidikan sebelumnya, yaitu 
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989, ada kemiripan kecuali berbeda dalam 
pengungkapan. Pasal 4 ditulis, “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 
tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”  Pasal 15 ayat 1, undang-
undang yang sama, tertulis, “Pendidikan menengah diselenggarakan untuk 
melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan 
hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar 
serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau 
pendidikan tinggi”. 
Fungsi pendidikan harus betul-betul diperhatikan dalam rangka 
mencapai tujuan pendidikan nasional yang berfungsi sebagai pemberi arah 
2 
 
 
 
yang jelas terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan sehingga 
penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan kepada :  
1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 
sistem terbuka dan multimakna. 
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 
kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 
pembelajaran. 
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 
mutu layanan pendidikan.
1
 
Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya 
manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu 
faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan yang mempunyai 
posisi strategis, maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu 
memberikan perhatian besar terhadap peningkatan guru, baik dalam segi 
jumlah maupun mutunya. 
Guru adalah figur manusia sumber, yang menempati posisi dan 
memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang 
mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam 
agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal 
di sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas 
                                                 
1
 Muhlisin, Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan, terdapat dalam 
https://muhlis.files.wordpress.com/2008/05/profesionalisme-kinerja-guru-masa-depan.doc, diakses 
pada 8 September 2016, jam 09.20 WIB. 
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merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 
perguruan tinggi. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena “lembaga 
pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru, sebagian besar waktu guru 
ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan di masyarakat”.2 
Menurut Babu dan Theresu bahwa guru didefinisikan berbeda dengan 
pendapat Djamarah, guru lebih merupakan sebuah profesi yang membutuhkan 
pengetahuan dan pendidikan yang khusus : 
“Teacher is considered to be one of the noblest professions. A profession 
is an occupation or job that needs special knowledge. Teaching,  this was 
supposed to be a noble and pious duty of educated one. Teaching is a 
complex   and demanding profession. To sustain, the teacher educators 
need to maintain personal commitment to the job”.3 
Guru atau pengajar merupakan salah satu profesi yang paling mulia. 
Profesi guru merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan 
khusus. Mengajar atau menjadi guru, seharusnya menjadi tugas yang mulia 
dan diperuntukkan bagi orang yang berpendidikan. Guru adalah profesi yang 
kompleks dan banyak tuntutan. Untuk menjaga profesi tersebut, para pendidik 
atau guru harus selalu menjaga komitmen dari diri pribadi untuk 
pekerjaannya tersebut. 
Kata profesi identik dengan kata keahlian. Menurut Jervis dalam 
Yamin mengartikan seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai 
seorang ahli (expert). Pada sisi lain, profesi mempunyai pengertian seseorang 
yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan 
prosedur berdasarkan intelektualitas.
4
 Sardiman berpendapat secara umum 
profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut 
                                                 
2
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Rineka Cipta, 
Jakarta, 2005, hlm. 39. 
3
  R. Babu and V.T. Kulandai Theresu, Teacher Educator’s Job Satisfaction and Interest in 
Teaching, International Journal of Teacher Educational Research (IJTER), Vol. 5, No.3-8, March-
August, 2016. 
4
  Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, Gaung Persada Press, Jakarta, 
2006, hlm. 3. 
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dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk 
diimplementasikan dalam kegiatan yang bermanfaat.
5
 Dari beberapa 
pengertian mengenai istilah profesi, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah 
suatu pekerjaan  yang memerlukan keterampilan khusus untuk melakukannya, 
karena dua kata kunci dalam istilah profesi adalah pekerjaan dan 
keterampilan khusus, maka guru merupakan suatu profesi. 
Profesi guru sebagai pemegang peran sentral dalam memajukan 
pendidikan tentu keberadaannya di satuan pendidikan atau sekolah menjadi 
sangat penting. Permasalahan yang saat ini sedang berkembang pada dunia 
pendidikan adalah distribusi guru yang kurang tepat. Banyak sekolah yang 
kelebihan guru, namun di sekolah lain juga banyak yang kekurangan guru. 
Masalah distribusi guru yang kurang merata, merupakan masalah tersendiri 
dalam dunia pendidikan di Indonesia. Khususnya daerah-daerah terpencil, 
masih sering kita dengar adanya kekurangan guru dalam suatu wilayah, baik 
karena alasan keamanan maupun faktor-faktor lain, seperti masalah fasilitas 
dan kesejahteraan guru yang dianggap masih jauh dari yang diharapkan. 
Terkait hal tersebut di atas, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan 
dalam rangka mengatasi masalah distribusi guru ini melalui Peraturan 
Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil.
6
 Peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan 
guru Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) disusun dalam rangka 
menindaklanjuti rencana aksi (N2P9A4) INPRES Nomor XIV Tahun 2011 
                                                 
5
  Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 
2009, hlm. 133. 
6
  Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan tidak disebutkan derajat dan hierarki Surat Keputusan Bersama atau Peraturan Bersama 
Menteri, meskipun dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa Jenis Peraturan 
Perundang-Undangan selain tersebut dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, 
Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, 
tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 
oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
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mengenai Regulasi Pemerataan Distribusi Guru. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) yakin soal distribusi guru yang tidak merata bisa 
selesai pada tahun 2013, yang dalam kenyataannya belum selesai hingga saat 
ini. Pasalnya, pemerintah daerah yang sudah diberi wewenang dalam 
mengatur pengelolaan guru untuk mewujudkan distribusi guru yang merata di 
semua daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya di beberapa wilayah belum 
sepenuhnya menerapkan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 
tersebut. 
Tujuan dirumuskannya Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 
adalah untuk memberikan mutu layanan pendidikan yang merata di seluruh 
wilayah Indonesia. Dengan demikian kebutuhan guru pada jenjang 
pendidikan anak usia dini, non formal, informal, pendidikan dasar, dan 
menengah dapat terpenuhi dalam rangka memenuhi ketersediaan, 
keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, serta kepastian atau 
keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. 
Upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang 
merata dengan membuat kebijakan pendistribusian guru tentu harus 
dilaksanakan dengan cara yang bijaksana. Mutasi guru yang bukan karena 
keinginan dari guru sendiri tentu akan menimbulkan polemik, sehingga jika 
mutasi yang dilakukan dalam skala yang cukup besar maka polemik yang 
terjadi juga akan semakin besar.
7
 
                                                 
7
 Hal ini sesuai dengan pendapat yang pernah disampaikan Harun (mantan kepala Dispendik 
Jatim) pada sapulidinews.com sebagai berikut: Guna memperlancar proses pemetaan dan penataan 
serta pemerataan para guru yang selama ini menjadi persoalan pelik dalam  dunia pendidikan, 
khususnya di Jawa Timur. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur membekukan mutasi guru 
antar daerah dan antar pulau. Demikian dikatakan Kepala Dispendik Jatim, Harun. Diakui Harun, 
pembekuan mutasi guru itu memang bertentangan dengan surat keputusan bersama (SKB) lima 
menteri yang menginstruksikan adanya penataan dan pemerataan guru di seluruh wilayah 
Indonesia,“Kami akan maksimalkan potensi guru yang ada di setiap daerah. Untuk itu, sementara 
mutasi guru kami stop dulu,”ujarnya. Harun menambahkan, pemerataan guru itu harus diawali 
dengan melakukan pendataan, pemetaan lalu penataan. Setelah itu, lanjut dia, baru bisa dilakukan 
pemerataan guru. Menurut Harun, pemerataan itu pun, cukup dilakukan di satu kota atau maksimal 
di perbatasan kota/kabupaten dalam satu provinsi.”Ini kami lakukan karena menyangkut masalah 
keluarga dan sosial lainnya. Makanya, dalam proses pemerataan ini, kami berupaya semaksimal 
mungkin agar tidak ada gejolak dan tetap berlangsung aman,”ungkapnya. Mantan Kadispendik 
Jatim ini menjelaskan, pemerataan itu dilakukan karena ada daerah yang kelebihan guru, 
sedangkan daerah lain justru kekurangan guru. Selain itu, soal guru CPNS menjadi PNS,  dan guru 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sebagai salah satu bagian dari 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan pendistribusian 
guru. Tercatat hingga bulan Juni Tahun 2016 ini telah terjadi mutasi terhadap 
guru.
8
 Kebijakan mutasi guru yang dilaksanakan tidak hanya antar sekolah 
atau antar satuan pendidikan, namun juga antar jenjang dan antar jenis 
pendidikan. Guru yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam berusaha 
mencari sekolah lain yang masih ada jam mengajarnya agar memenuhi target 
tersebut. Walau kadang jarak antar sekolah tersebut tidak dekat, sehingga 
untuk memenuhi target ini guru harus mengeluarkan pengorbanan yang lebih 
dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih bagi guru yang sudah mendapatkan 
dana tunjangan sertifikasi guru, demi mempertahankan tunjangan tersebut 
guru berusaha agar mendapatkan jam mengajar di sekolah lain. 
Permasalahan yang sering terjadi dalam kebijakan mutasi di masing-
masing daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai implementasi 
dari Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 dinilai kurang adil oleh 
guru.
9
 Disaat era otonomi daerah sekarang ini secara geografis jarak antara 
pejabat daerah dengan keluarganya tentu semakin dekat. Hal ini 
menimbulkan gejolak, ketika mutasi guru yang dilaksanakan banyak 
menguntungkan beberapa guru yang merupakan keluarga maupun teman 
dekat pejabat. Selain itu beberapa guru mengeluhkan mutasi yang dilakukan 
seharusnya mendapat sekolah dengan jam mengajar yang cukup, ternyata 
tidak mendapatkan jam mengajar sama sekali di tempat yang baru. Hal ini 
tentu membuat panik guru karena khawatir tunjangan sertifikasi yang selama 
ini diperoleh akan hilang.  
                                                                                                                                     
PNS yang diperbantukan di sekolah swasta.“Kami harus tetap jeli dan cermat tapi juga harus cepat 
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http://www.sapulidinews.com/nasional/berita.php?id=907, diakses pada 8 September 2016, jam 
11.05 WIB. 
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  Wawancara dengan Pranowo Setyo Budi, Kasi Ketenagaan Pendidikan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan, tanggal 22 Agustus 2016. 
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  Hesti Nurani dkk, Evaluasi Dampak Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, 2013, 
hlm. 2. 
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Permasalahan lain yang timbul adalah faktor psikologis guru yang 
harus dimutasi antar jenjang.
10
 Guru yang semula mengajar di Sekolah 
Menengah Pertama (selanjutnya disebut SMP) maupun Sekolah Menengah 
Atas (selanjutnya disebut SMA) atau yang sederajat harus mengajar di 
Sekolah Dasar (selanjutnya disebut SD). Keberadaan guru pada SD masih 
sangat kurang terutama di daerah pinggiran. Banyak daerah kabupaten/kota 
yang telah melakukan mutasi guru terutama yang diangkat melalui jalur 
database Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut BKN) untuk 
mengisi formasi pada SD yang kekurangan guru. Demikian pula tidak sedikit 
guru SD yang semula mengajar di kota maupun kecamatan harus mutasi ke 
pinggiran, hal ini membuat beberapa guru merasa berat karena harus 
menempuh perjalanan yang cukup jauh dan lama karena kondisi infrastruktur 
yang masih kurang memadai. Upaya mutasi guru antar satuan pendidikan ini 
juga belum dapat memenuhi kebutuhan guru SD di beberapa daerah, sehingga 
guru SMP maupun SMA atau yang sederajat juga dimutasi ke SD. Secara 
psikologis maupun kompetensi guru yang di mutasi antar jenjang ini tentu 
cukup terpukul. Guru yang terbiasa berada dalam organisasi sekolah yang 
cukup besar kemudian pindah ke organisasi sekolah yang kecil di daerah 
pinggiran akan merasa terbebani. Guru yang terbiasa mengajar satu bidang 
studi, secara kompetensi harus beralih menjadi guru kelas yang mengajar 
hampir seluruh bidang studi pada siswa SD. 
Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil membuat Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan melakukan mutasi guru secara bertahap. Hal 
ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru SD di daerah pinggiran 
Kabupaten Magetan yang masih kekurangan lebih dari 350 orang tenaga 
pendidik. Mutasi yang dilakukan tidak hanya antar satuan pendidikan namun 
juga antar jenjang dan antar jenis pendidikan. Hal ini dikarenakan masih ada 
kelebihan dari jenjang pendidikan lain yaitu TK, SMP, dan SMA atau yang 
sederajat yang dapat dimutasi untuk mengisi kekurangan guru SD di 
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lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Senada dengan masalah 
diatas, menurut Gurkov dkk. bahwa implementasi dari sebuah kebijakan pasti 
akan menimbulkan kendala :  
“Implementation of a policy constraints would occur, because it 
concerns the lives of many people. Because the implementation of 
mutations that do should be completely in accordance with existing 
regulations and a sense of fairness for teachers mutated so that 
mutations that do not perceived as punishment”. 11 
Pelaksanaan dari sebuah kebijakan tentu akan mengakibatkan 
terjadinya suatu kendala, karena akan menyangkut hajat hidup orang banyak. 
Pelaksanaan mutasi yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan 
peraturan yang ada dan memenuhi rasa keadilan bagi guru yang dimutasi 
sehingga mutasi yang dilakukan bukan dirasakan sebagai suatu hukuman. 
Pelaksanaan kebijakan publik berupa mutasi yang menyangkut nasib 
banyak guru ini tentu harus diterapkan dengan penuh pertimbangan apalagi di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Hal tersebut dimaksudkan 
agar permasalahan kekurangan guru dapat dipenuhi tanpa harus melakukan 
rekrutmen guru PNS yang baru, maka mutasi yang dilakukan juga harus 
menggunakan pertimbangan yang tepat, sehingga guru yang dipindah tugas 
tidak merasa terlalu dirugikan dan tetap bersedia menunjukkan kinerja yang 
maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik pada 
masyarakat dan anak didik.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk diteliti tentang 
“IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI 
TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU 
PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI 
GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN 
MAGETAN”. 
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  Igor Gurkov, Olga Zelenova & Zakir Saidov, Mutation of HRM Practices in Russia: An 
Application of CRANET Methodology, The International Journal of Human Resource 
Management, 2011, 1–14. 
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B. Rumusan Masalah : 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan? 
2. Apa kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Bersama Lima 
Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai 
Negeri Sipil terhadap kebijakan mutasi guru di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dan permasalahan yang 
dikemukakan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi dalam 
implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil terhadap kebijakan 
mutasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran 
terhadap pelaksanaan mutasi guru di wilayah Kabupaten Magetan 
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam membuat 
kebijakan dalam menata dan memeratakan guru PNS dengan 
menggunakan penerapan hukum kebijakan publik. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi alternatif solusi terhadap 
permasalahan yang sedang menjadi sorotan masyarakat di 
Kabupaten Magetan yaitu mengenai pelaksanaan mutasi guru PNS di 
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lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Agar guru 
mengetahui kebijakan yang dilakukan benar-benar ditujukan untuk 
kemajuan pendidikan di Kabupaten Magetan.  
c. Penelitian ini dapat dijadikan masukan serta bahan pertimbangan 
bagi seluruh jajaran instansi khususnya di bawah Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan mengenai mutasi guru sebagai implementasi 
kebijakan dari pemerintah pusat. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi sekaligus sebagai 
bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis masalah kebijakan 
publik khususnya mengenai penataan dan pemerataan guru PNS 
dengan melakukan mutasi yang tepat. 
b. Penelitian ini bisa dijadikan masukan dan bahan referensi bagi 
penelitian-penelitian selanjutnya.  
c. Penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan Program 
Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Landasan Teori 
1. Teori Sistem Hukum 
Kata tentang definisi hukum seperti yang kita tahu, tidak ada 
kesepakatan umum tentang definisi hukum yang baku, bahkan tidak akan 
pernah ada arti yang sama terhadap definisi hukum. Hukum bukan hal 
yang nyata yang dapat digambarkan dengan presisi apapun. Tidak ada hal 
seperti definisi tujuan murni hukum. Apa yang kita sebut hukum 
tergantung pada mengapa kita ingin menyebut hukum tersebut. 
Kebanyakan definisi mengandaikan dua fungsi dasar dari sistem hukum: 
proses pembuatan aturan yang berwibawa, dan proses penegakan atau 
melaksanakan aturan-aturan tersebut. Melaksanakan aturan adalah sebagai 
sarana menegakkan aturan atau menangani perselisihan dan konflik 
tentang aturan dan hak. Tapi setiap istilah di sini adalah masalah dari 
hukum sendiri: Apa yang disebut aturan, apa yang membuat aturan 
otoritatif, apa itu sengketa, apa artinya untuk menegakkan aturan, dan 
sebagainya. Tak ada satupun pertanyaan memiliki jawaban yang jelas. Tak 
satu pun memiliki jawaban yang mungkin bisa berlaku untuk semua orang, 
di mana-mana, dan untuk setiap studi. Sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Friedman bahwa tidak ada kepastian tunggal yang bisa 
mendefinisikan secara universal apa itu yang disebut dengan hukum : 
“A word about the legal definition. Here, as we know, there is no 
general agreement on the legal definition of raw, even there will never 
be the same meaning to the definition of the law. Law is not the real 
thing that can be described with any precision. There is no such thing 
as a purely legal definition of a goal. What we call the law depends on 
why we want to call the law. Most definitions presupposes two basic 
functions of the legal system: an authoritative rule-making process, 
and the process of establishing or implementing such rules. Implement 
the rules are as a means to enforce the rules or handling disputes and 
conflicts about rules and rights. But each term here is the issue of the 
law itself: What is called a rule, what makes the authoritative rule, 
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what the dispute, what it means to enforce the rules, and so on. No 
single question has no clear answer. None has an answer that might 
apply to everyone, everywhere, and for each study”.11 
Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam penelitian ini akan 
digunakan salah satu pendapat dan teori tentang hukum dari seorang pakar 
hukum ternama yaitu Lawrence M. Friedman tentang teori sistem hukum. 
Memahami sistem hukum atau melihat hukum dalam perspektif 
sistem, perlu terlebih dahulu memahami tentang sistem itu sendiri. Istilah 
sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “systema”, yang berarti suatu 
keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau sehimpunan 
bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan 
merupakan suatu keseluruhan (a whole).
12
 Hukum adalah seperangkat 
peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui 
sebuah sistem.
13
 
Para filosof hukum dan para ilmuwan sosial telah sama-sama 
berupaya untuk memberikan definisi yang tidak terhitung jumlahnya untuk 
mengetahui definisi sistem hukum itu sendiri. Perbedaan berbagai macam 
kelompok itu mencerminkan perbedaan cara pandang mengenai hukum. 
Meskipun demikian, terdapat pemikiran beberapa ahli yang dianggap 
paling mendekati makna sistem hukum secara keseluruhan. Diantaranya 
adalah Grotius dalam Susanto yang menyatakan bahwa hukum adalah 
aturan moral yang mewajibkan seseorang atau banyak orang atau 
masyarakat untuk mentaati apa yang dianggap benar.
14
 Hukum menurut 
Thomas Hobbes adalah semata-mata apa yang dikehendaki oleh penguasa. 
Hukum menurut Karl Von Savigny sistem hukum yaitu sesuatu yang 
berakar pada sejarah manusia, dimana hal tersebut dihidupkan oleh 
kesadaran, kebiasaan, dan keyakinan suatu warga negara atau kelompok 
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  Lawrence M.Friedman, Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club, Journal 
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Indonesia,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 115. 
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masyarakat, disamping itu juga  hukum menurut Hans Kelsen adalah 
seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dapat 
dipahami melalui sebuah sistem.
15
 
Pendapat-pendapat yang berbeda mengenai sistem hukum ini 
menjadi sebuah pandangan yang sangat kompleks mengenai hukum. 
Namun disamping itu dapat juga dilihat bahwa sistem hukum lahir sebagai 
respon atas tuntutan sosial. Disamping itu sistem hukum memiliki fungsi 
untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar 
menurut masyarakat.
16
 Pemahaman yang umum mengenai sistem 
mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat 
kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama 
lain.
17
 
Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem 
hukum (three element of legal system). Teori Lawrence M. Friedman 
menyatakan bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri 
dari tiga unsur yang saling terkait. Dalam ketiga unsur sistem hukum yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Struktur Hukum (Legal Structure) 
Struktur menurut Lawrence M. Friedman adalah kerangka 
bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap 
keseluruhan. Di Indonesia berbicara tentang struktur sistem hukum 
Indonesia maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi 
penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 
Dalam hal ini merupakan unsur yang berasal dari para 
pemegang aturan hukum. Bisa jadi pemerintah (eksekutif), pembuat 
peraturan (legislatif) ataupun lembaga kehakiman (yudikatif). Para 
aparat penegak hukum, seyogyanya harus bersikap konsisten terhadap 
apa yang telah dikeluarkannya. Ia tidak boleh mangkir dari kebijakan-
kebijakan hukum yang telah dibuatnya. Dengan kata lain, dalam 
                                                 
15
 Ibid. 
16
 Ibid, hlm. 116. 
17
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 48. 
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melakukan segala perbuatan, pemerintah harus selalu berpegang teguh 
terhadap peraturan umum yang telah dibuatnya. 
Pada dasarnya struktur hukum secara sederhana bisa diartikan 
sebagai kerangka hukum, maupun wadah dan organisasi dari lembaga-
lembaganya. 
 
b. Substansi Hukum (Legal Substance) 
Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 
manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Substansi juga berarti 
produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum 
itu mencakup peraturan baru yang mereka susun. Komponen substantif 
sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan 
keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur 
maupun yang diatur. 
Substansi hukum meliputi norma dan aturan itu sendiri. Hal 
tersebut tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola 
perilaku sosial termasuk etika sosial, terlepas apakah nantinya perilaku 
sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri atau tidak. 
Idealnya, isi materi hukum tidak boleh diinterpretasikan secara baku 
atau sebagaimana adanya seperti yang tercantum dalam peraturan 
perundang-undangan. 
 
c. Kultur Hukum (Culture of Legal System) 
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa kultur hukum 
adalah apa yang masyarakat rasakan terhadap hukum dan sistem 
hukumnya. Tapi kemudian Lawrence M. Friedman memperluas lagi 
bahwa budaya hukum bukan hanya sekedar pikiran saja, tetapi juga 
cara pandang dan cara masyarakat menentukan bagaimana sebuah 
hukum itu digunakan. 
Pada akhirnya, pemahaman kultur hukum menurut Lawrence 
M. Friedman adalah pandangan setiap manusia terhadap hukum dan 
sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur 
15 
 
 
hukum adalah susunan pikiran sosial dan kekuatan sosial yang 
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 
disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri 
tidak berdaya.
 18
 
Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman di atas, jika 
unsur kultur hukum ini dihilangkan akan menimbulkan kepincangan 
hukum dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, serta cita-cita 
mewujudkan keadilan pun akan sirna. Pemerintah, dalam menyusun 
peraturan dan menentukan langkah-langkah hukum perlu 
memperhatikan pula nilai-nilai dalam masyarakat. Tidak boleh 
mengambil keputusan atau kebijakan hanya berdasarkan asumsinya 
belaka, karena akan sangat menentukan keberhasilan hukum itu 
sendiri. 
Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 
tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola 
pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Budaya hukum 
menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik yang berkembang seiring dan 
sejalan dengan perkembangan masyarakat. Hal ini menempatkan hak 
sebagai nilai yang lebih penting dari kewajiban, persamaan lebih 
penting dari pengawasan, dan tanggung jawab lebih penting dari 
paternalisme.
19
 Christhopher St. Germain menyatakan tentang 
keterkaitan antara kebiasaan atau budaya masyarakat dengan hukum 
bahwa : 
                                                 
18
 Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Penterjemah: M. Khosim, 
diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective 
(New York:Russel Sage Foundation, 1975),  Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 221. 
19
 Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 
2003, hlm. 46. 
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“There is explained that where the canonost or civilian would 
speak of the law of nature, the common lawyer speak of 
reason”.20 
Kebiasaan hukum menjadi hal yang prioritas dalam 
masyarakat, sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada 
akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok 
masyarakat tentang boleh tidaknya dilakukan sebuah perbuatan 
tersebut. Pada akhirnya hukum juga harus dimaknai sebagai norma 
yang hidup di masyarakat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
masyarakat itu sendiri. 
Berdasarkan teori sistem dari Lawrence M. Friedman di atas, kalau 
ingin memperbaiki sistem hukum yang ada, ketiga komponen tersebut 
harus diperhatikan dan dibenahi. Kondisi ini memerlukan suatu proses 
yang panjang untuk mampu merubahnya karena menyangkut masalah 
sosial budaya, sehingga bukan hanya perundang-undangan yang harus 
dibenahi namun juga budaya hukum masyarakat.
21
 Sebagaimana pendapat 
yang dikemukakan oleh Sitangkir terkait budaya hukum dalam masyarakat 
bahwa : 
“People who understand the law properly will certainly be able to live 
in a culture of good law anyway. With people who understand the law, 
the policies taken by the government will be able to be understood by 
the public. So the purpose of the policy implementation can be 
achieved. Therefore the "implementation of the policy to be fully 
implemented in a fair and free from Corruption, Collusion and 
Nepotism”. 22 
Masyarakat yang memahami hukum dengan baik tentu akan dapat 
hidup dalam budaya hukum yang baik pula. Masyarakat yang memahami 
hukum maka kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah akan dapat 
dipahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga tujuan diberlakukannya 
kebijakan tersebut dapat segera tercapai. Oleh karena itu implementasi dari 
                                                 
20
 Charles Himawan, Hukum Sebagai Panglima, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 99. 
21
 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.9. 
22
 Hokky Sitangkir, “The Dynamics of Corruptions Artificial Society Approach”,  Journal of 
Social Complexity (1) 3: September 2003, Pages. 23. 
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kebijakan harus benar-benar dilaksanakan secara adil dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
Mengenai efektivitas pelaksanaan hukum, berkaitan erat dengan 
masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila seseorang 
membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka 
biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-
benar berlaku atau tidak. Kelihatannya sangat sederhana, padahal dibalik 
kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup rumit. 
Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang 
dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya, karena itu diperlukan 
kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku pekerti warga 
masyarakat agar selalu tetap sesuai dan sejalan dengan keharusan-
keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan 
sanksi.
23
 Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan 
sesuai, bukan karena kondisi-kondisi obyektif yang tidak memungkinkan, 
tetapi karena sikap toleran (menanggung) agen-agen kontrol sosial 
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. ”Mengambil sikap toleran, 
yaitu sebagian pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya 
dijatuhkan”.24  Di samping itu, kadar ketaatannya juga dipengaruhi oleh 
sanksi dari peraturan, dari hukum, dan para aparat penegak hukumnya, 
sehingga tidak jarang pula terlihat kesenjangan antara perilaku yang 
diharapkan dengan maksud dan tujuan peraturan yang diwujudkan. 
 
2. Teori Kepastian Hukum 
Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, 
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman 
perilaku bagi setiap orang. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, 
                                                 
23
 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah 
Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 
58. 
24
 Ibid, hlm. 59. 
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yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak 
menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku 
tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun 
dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu 
dengan yang lain tidak boleh kontradiktif (saling bertentangan) sehingga 
tidak menjadi sumber keraguan.
25
 
Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa 
keadilan di dalam masyarakat juga tegak meskipun dalam praktik 
perpaduan ini seringkali menimbulkan ekses dalam proses penegakan 
hukum. Namun yang terpenting adalah inti persamaan dari kedua konsepsi 
tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan atas 
hak-hak desideratai manusia.
26
 
Mochammad Koesnoe dalam Rachmadi mengemukakan kalau cita 
hukum dan desiderata hukum yang menjadi perekat bagi berbagai 
peraturan-peraturan hukum positif yang ada, yang pada gilirannya 
membentuk suatu sistem hukum.
27
 Demikian pula, Bruggink dalam 
Bernard menyatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu 
masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang 
dianut di dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai 
perangkat aturan hukum posistif, lembaga hukum, dan proses (perilaku 
birokrasi pemerintahan), dan warga masyarakat.
28
 
Sebagai sebuah sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan 
dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain yang hidup dalam 
masyarakat. Dengan demikian, maka hukum sebagai produk, harus dapat 
menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Seringkali peraturan 
                                                 
25
  Fence M. Wantu, Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan 
Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, Ringkasan Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta, 2011, hlm. 58. 
26
 Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah 
Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006. 
27
 Rachmadi Usman, Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah Dan Politik 
Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 8. 
28
 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 
180. 
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perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum 
bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum 
dalam masyarakat.
29
 
Lon Fuller mengemukakan bahwa ada delapan hal yang 
menyebabkan sulit terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. 
Kedelapan hal tersebut oleh Lon Fuller disebut dengan delapan desiderata. 
Delapan desiderata itu selanjutnya oleh Lon Fuller dijabarkan sebagai 
persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja 
dengan baik dalam masyarakat. Kedelapan desiderata tersebut adalah : 
1.  Generality; 
2. Promulgation; 
3. Prospectivity; 
4. Clarity; 
5. Consistency or avoiding contradiction; 
6. Possibility of obedience; 
7. Constancy through time or avoidance of frequent change; 
8. Congruence between official action and declared rules.
 30
 
Seperti yang telah disebutkan diatas, sesuai pendapat Lon Fuller 
dalam Dimyati dan Wardiono mengajukan delapan desiderata yang harus 
dipenuhi oleh hukum, yang apabila ke delapan desiderata ini tidak 
terpenuhi maka hukum akan gagal disebut sebagai hukum, atau dengan 
kata lain harus ada kepastian hukum. Kedelapan desiderata itu adalah : 
1)  Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan 
putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. Harus ada aturan-aturan 
sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Hukum merupakan 
konfigurasi terhadap keputusan-keputusan yang diambil sebagai 
langkah konkrit dalam penerapannya secara adil dan bijaksana sesuai 
dengan aturan-aturan yang legal. Keputusan-keputusan itu bukan 
kebijakan yang diambil secara bebas dengan otoritas hukum yang 
dimiliki, melainkan kebijakan yang mengikat sesuai dengan kapasitas 
                                                 
29
  Gunawan Widjaja, Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, Law 
Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. VI, No. I, Juli 2006, hlm. 20-21. 
30
 MR Zafer, Jurisprudence: An Outline, International Law Book Series, Kuala Lumpur, 1994, 
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dan kapabilitas otoritas dengan peraturan yang universal. Oleh karena 
itu, setiap keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum yang 
tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final. Dengan prinsip 
memberikan kewenangan dan kebebasan terhadap hak dan kewajiban 
terhadap keputusan yang sudah inkracht. 
2)  Peraturan tersebut diumumkan kepada publik. Aturan-aturan yang 
menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan 
harus diumumkan. Aturan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah 
tindakan menjadi hak bersama untuk diketahui dan disosialisasikan 
agar sekiranya dapat dipahami secara bersama untuk membentuk 
sebuah persepsi yang sama dengan pembangunan paradigma secara 
konsepsional dan transparan terhadap peraturan yang ada, sehingga 
kekuatan aturan itu menekankan pengertian yang ketika dipahami 
secara otomatis tidak akan melakukan pelanggaran terhadap aturan 
yang ada. Sanksi dalam aturan itu mengikat terhadap perbuatan 
pelanggarannya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban otoritas 
untuk mempublikasikan aturan-aturan yang ada untuk diketahui dan 
didiseminasi sebagai ketentuan yang harus ditaati secara bersama 
dengan menghindari segala bentuk pelanggaran aturan tersebut. 
3)  Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem. Aturan-
aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di 
kemudian hari. Hukum merupakan aturan yang menjadi pedoman 
dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang berlaku pada saat ini 
dengan konsepsi tidak berlaku surut. Artinya, bahwa terhadap setiap 
perbuatan yang dilakukan saat ini diberlakukan hukum yang sedang 
berlaku saat ini juga, dengan prinsip pemberlakuan secara realistis dan 
proporsional. Sebuah perbuatan yang sudah dilakukan pada masa yang 
lalu, tidak bisa dijerat dengan peraturan yang diberlakukan saat ini, 
sehingga individu tersebut tidak bisa dijerat secara hukum. Oleh 
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karena itu, pada prinsipnya hukum itu berlaku pada saat diberlakukan 
dengan tidak berlaku surut. 
4)  Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. Hukum harus 
dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dimengerti oleh rakyat. Secara 
hierarki, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, memahami, dan 
mengerti tentang aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Akan 
tetapi, masyarakat seringkali menjadi apatis terhadap aturan-aturan 
yang ada, kecuali aturan-aturan yang berhubungan secara langsung. 
Upaya tersebut rupanya tidak dilakukan secara proporsional, hanya 
informasi dari berbagai kalangan yang kurang valid kebenarannya, 
sehingga terkadang memberikan pemahaman yang menyesatkan bagi 
masyarakat itu sendiri. Merupakan kewajiban pemerintah dalam 
melakukan sosialisasi keberadaan aturan-aturan itu dengan berbagai 
pendekatan kepada masyarakat untuk diketahui bersama dan ditaati 
secara utuh, sehingga pelaksanaan dari hukum itu berjalan sesuai 
dengan harapan yang diinginkan, masyarakat sebagai objek dari 
hukum mempunyai kesadaran atas aturan yang dibuat oleh 
pemerintah. Oleh karena itu, pembuatan aturan dibuat seefisien dan 
seefektif mungkin dan dapat dipahami oleh semua kalangan 
masyarakat sehingga aplikasinya mudah diimplementasikan. 
5)  Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. Aturan-aturan 
tidak boleh bertentangan satu sama lain. Keberadaan aturan dibuat 
untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tersistematisasi dan 
terstruktur dengan baik terhadap segala bentuk tindakan dalam 
kehidupan masyarakat. Hal yang merugikan orang lain secara 
universal menjadi ketentuan yang dilarang oleh aturan, begitupun 
sebaliknya. Artinya, bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama 
dengan pemahaman dan pelaksanaan secara bersama sesuai dengan 
budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat, sehingga aturan yang 
dibuat tersebut tidak bertentangan dengan kebiasaan sosial masyarakat 
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dan aturan yang sudah berjalan. Aturan yang satu saling terintegrasi 
terhadap keberadaan yang lainnya, sehingga keberadaan berbagai 
aturan tersebut dapat berjalan beriringan dan bersinergi sesuai dengan 
etika dan nilai-nilai hukum yang ada. 
6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 
dilakukan. Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku di luar 
kemampuan pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Setiap manusia 
mempunyai keterbatasan kemampuan dalam kehidupannya sesuai 
dengan kodrat dan fitrah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan 
berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya, tentunya 
manusia bertindak dan taat sesuai dengan kemampuannya. Aturan 
menjadi sebuah nilai pembatas dalam kehidupan manusia antara yang 
buruk dan yang baik, akan tetapi pembatasan itu harus diiringi oleh 
sanksi yang mengikutinya. Aturan itu harus sesuai dengan nilai etika 
kehidupan masyarakat sesuai dengan keberadaan dan kemampuan 
yang dimilikinya, tidak memberatkan dan mengekang kehidupannya. 
Prinsip aturan adalah mengatur batas-batas yang tidak boleh dilakukan 
dan yang boleh dilakukan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai budaya 
masyarakat, sehingga keberadaannya sesuai dengan kebutuhan dan 
tuntutan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan 
itu bersifat relatif pula, karena antara budaya masyarakat yang satu 
dengan yang lainnya mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. 
7)  Tidak boleh sering diubah-ubah. Dalam hukum harus ada ketegasan. 
Hukum menjadi peraturan yang mutlak yang harus ditaati oleh setiap 
orang, siapa yang melanggar harus diberi sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Hukum mempunyai nilai legalitas formal 
dengan ketegasan sanksi yang mengikutinya. Seringkali menjadi 
sebuah problematika ketika hukum sudah tidak dijadikan alat untuk 
mengambil sikap yang adil dalam penerapannya. Ketegasan dalam 
hukum menjadi keharusan dan kewajiban bagi penegak hukum, 
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karena para penegak hukum juga mempunyai kode etik yang 
mengatur bagaimana memperlakukan dan memutuskan sesuatu yang 
berkaitan dengan aturan yang dibuat. Seringkali ketegasan hukum 
hanya berlaku bagi kalangan orang-orang tertentu, begitu juga 
ketidaktegasan hukum juga berlaku bagi masyarakat tertentu, sehingga 
keberadaan hukum menjadi apatisme bagi masyarakat ketika hukum 
bukan lagi menjadi pintu gerbang keadilan secara keseluruhan. 
8)  Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. 
Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang 
diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya. Keputusan akan 
keberadaan aturan menjadi final ketika disepakati bersama oleh 
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan aturan 
yang akan dilaksanakan. Siapapun harus patuh dan taat atas putusan 
tersebut, termasuk para pembuat aturan itu sendiri. Konsistensi 
menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menerapkannya, dalam hal 
ini adalah para penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan 
kejaksaan.
 31
 
Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Tucker terkait delapan 
desiderata dari Lon Fuller mengenai penerapan desiderata tersebut dalam 
membentuk suatu sistem hukum bahwa : 
”Lon Fuller did not declare any of the eight principles should be 
given preference over others. The order is not being ranked in order 
of importance. How these principles should then be applied. He 
mentions for their awareness of all parties to accommodate each goal, 
he admits, there is a possibility between the parties in conflict with 
each other. Depending on the circumstances, one or more of the 
principles proposed at one time may be subject to other demands for 
the sake of certain social objectives that must be achieved. Lon Fuller 
stressed that the judicial, legislative and executive must appreciate the 
need to make a choice in considering the use of the principle 
expressed as a means to achieve "internal morality" in the legal 
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system”.32 
Lon Fuller tidak menyatakan salah satu dari delapan desiderata 
harus diberikan preferensi lebih dari yang lain. Urutan tidak menjadi 
peringkat dalam urutan pentingnya. Bagaimana desiderata tersebut 
kemudian harus diterapkan. Dia menyebutkan untuk adanya kesadaran 
semua pihak dalam mengakomodasi masing-masing tujuan, ia mengakui, 
ada kemungkinan antar para pihak saling bertentangan satu sama lain. 
Tergantung pada keadaan, satu atau lebih dari desiderata yang diusulkan 
mungkin pada satu waktu harus tunduk pada tuntutan lain demi tujuan 
sosial tertentu yang harus dicapai. Lon Fuller menekankan bahwa 
yudikatif, legislatif, dan keharusan eksekutif menghargai perlunya 
membuat pilihan dalam mempertimbangkan penggunaan desiderata yang 
dinyatakan sebagai sarana mencapai “moralitas internal” di dalam sistem 
hukum. 
Pendapat Lon Fuller tersebut di atas dapat dikatakan bahwa harus 
ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian 
sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. 
Kegagalan dalam penerapan hukum yang konsisten menjadi 
permasalahan bagi para penegak hukum, apalagi konsistensi itu diikuti 
oleh pelanggaran-pelanggaran keadilan sebagai prinsip negara hukum 
yang dilakukan oleh para penegak hukum. Hal ini menyebabkan semakin 
tumpulnya keberadaan atas aturan tersebut, jika para oknum pengambil 
keputusan dalam konteks hukum melanggar aturan itu sendiri, sehingga 
keberlanjutan aturannya menjadi kurang terarah dan mengubah pola 
pemikiran rakyat secara tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan 
sumber daya manusia yang akuntabel, jujur, adil, dan bijaksana untuk 
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mengawal aturan-aturan hukum yang ada dengan mengembalikan fungsi 
hukum.
33
 
Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum dapat 
mengandung beberapa arti yaitu adanya kejelasan, tidak multitafsir, tidak 
kontradiktif,  dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam 
masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami 
makna atas setiap ketentuan hukum, hukum yang satu dengan yang lain 
tidak boleh justru menjadi sumber keraguan. 
 
3. Pengertian Kebijakan Publik 
Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan, kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah atau suatu perbuatan atau peristiwa tidak akan 
mempunyai arti atau manfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini 
disebabkan karena implementasi terhadap kebijakan masih bersifat 
abstrak ke dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan 
dengan kebijakan publik. Dengan kata lain, kebijakan berusaha 
menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh 
kelompok sasaran atau target grup.
34
 Kebijakan adalah cetak biru bagi 
tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang 
terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan 
dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok 
target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan 
tersebut.
35
 
Terkait dengan definisi tentang kebijakan (policy) tidak ada 
pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern 
kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para 
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pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi 
yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara, misalnya 
kebijakan negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kebijakan 
dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi 
masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.
36
 
Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan 
kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. 
Hal tersebut barangkali disebabkan sampai saat ini belum diketahui 
terjemahan yang tepat untuk istilah policy kedalam Bahasa Indonesia. 
Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bijak, 
yang berarti selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir; pandai 
bercakap-cakap, petah lidah.
37
 Sedangkan kebijakan dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia berarti kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 
rangkaian konsep dan desiderata yang menjadi garis besar dan dasar 
rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 
bertindak.
38
 
Menurut Carl J. Federick dalam Agustino mendefinisikan 
kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 
seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan 
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga 
menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki 
maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, 
karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang 
sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa 
kegiatan pada suatu masalah.
39
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Menurut Hoogerwerf dalam Agustino pada hakekatnya pengertian 
kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan 
upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan 
cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Dari beberapa 
pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan 
tersebut, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi 
tentang kebijakan mencakup pertanyaan: what, why, who, where, dan 
how.
40
 Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi 
lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara 
atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan 
dilaksanakan.
41
 
Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Subardono 
memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-
nilai dan praktik-praktik yang terarah.
42
 Lebih lanjut  Harold D. Laswell 
memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut :  
a. Kebijakan  publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, 
dan praktik-praktik yang terarah. 
b. Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak 
dilakukan oleh pemerintah.
43
 
James E. Anderson dalam Subarsono menjelaskan bahwa implikasi 
dari pengertian kebijakan publik itu meliputi : 
a. Kebijakan dengan tujuan dan merupakan tindakan yang berorientasi 
pada tujuan pokoknya. 
b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 
pemerintah. 
c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi 
bukan merupakan maksud pemerintah untuk melakukan sesuatu. 
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d. Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan 
pemerintah mengenai suatu masalah. 
e. Kebijakan pemerintah yang positif selalu didasarkan atas peraturan 
perundang-undangan.
 44
 
Makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles 
O. Jones dalam Sunggono adalah sebagai antar hubungan di antara unit 
pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat 
luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit 
menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.
45
 
Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. 
Dye dalam Winarno yang dinyatakan bahwa kebijakan publik adalah 
apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak  
dilakukan. Walaupun definisi Dye ini cukup akurat, namun sebenarnya  
belum cukup memadai untuk mendeskripsikan kebijakan publik sebab 
kemungkinan masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara apa yang 
ingin dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang  sebenarnya dilakukan. 
Di samping itu, konsep ini bisa mencakup  tindakan-tindakan seperti 
pengangkatan pegawai baru atau pemberian ijin atau lisensi yang biasanya 
dari tindakan-tindakan tersebut tidaklah dianggap sebagai masalah-
masalah kebijakan karena  sebenarnya berada di luar kebijakan publik.
46
 
Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup 
sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan 
oleh pemerintah dalam menghadapi suatu masalah publik. Richard Rose 
menyatakan bahwa “kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai 
serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta 
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konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada 
sebagai suatu keputusan tersendiri”.47 
James E. Anderson merumuskan kebijakan sebagai “perilaku dari 
sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian 
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”. Walaupun disadari bahwa 
kebijakan publik itu dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar 
pemerintah.
48
 
Edward C. George menyatakan bahwa tidak ada definisi yang 
tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah 
“what government say and do or not to do”.49 Sedangkan David Easton 
dalam Sunggono mengemukakan bahwa “Policy is the authoritative 
allocation of value for the whole society" (pengalokasian nilai-nilai secara 
paksa dan atau sah pada seluruh anggota masyarakat). Melalui proses 
pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali 
masih kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan 
tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam 
komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan 
tujuan-tujuan yang konkrit.
 50
 
Menurut Wibowo kebijakan publik merupakan keputusan yang 
mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan 
pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan 
tujuan dan cara mencapai tujuan.
51
 Soebakti dalam Wibowo menjelaskan 
bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa 
program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan 
dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan 
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yang dilakukan oleh pemerintah dan kedua, kebijakan publik sebagai 
keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.
52
 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa pengertian kebijakan publik adalah tindakan-tindakan 
yang dilakukan pemerintah berdasarkan keputusan yang sudah dibuat 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan nilai-nilai dan 
praktik-praktik yang terarah. 
 
4. Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting 
dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah 
kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di 
lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang 
direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang 
ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan, tanpa 
diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-
catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji dalam Agustino, yang 
mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting 
bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. 
kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus 
yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
53
 
Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas 
merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, 
prosedur, dan teknik untuk bekerja sama menjalankan kebijakan guna 
meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Masmanian dalam 
Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan putusan 
kebijakan dasar, dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan 
eksekutif. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, 
menyebut secara tegas tujuannya dari berbagai cara untuk mengatur proses 
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implementasinya.
 54
 
Pengertian implementasi kebijakan menurut teori George C. 
Edwards III adalah, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 
variabel yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. 
Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
55
 
Menurut Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan bahwa 
implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk 
merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara 
untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan 
yang telah diseleksi, sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif 
mampu  mengatur  secara efektif dan efisien sumber  daya,  unit-unit,  dan 
teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan 
interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang 
dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Jadi 
tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa 
yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan 
memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang 
jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan 
sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan 
mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.
56
 
Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang 
berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam 
mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-
keputusan yang bersifat khusus.
57
 
Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi diartikan sebagai 
interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam 
mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam 
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hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk 
mencapainya.
58
 
Jones menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan 
mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones 
mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan 
mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan 
implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan 
memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi 
implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan 
secara terus menerus  usaha-usaha  untuk  mencari  apa  yang  akan  dan 
dapat  dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-
kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan 
kebijakan yang diinginkan. Tiga kegiatan utama yang paling penting 
dalam implementasi keputusan adalah : 
1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna 
program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat 
dijalankan. 
2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan 
program ke dalam tujuan kebijakan. 
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi 
pelayanan, upah, dan lain-lainnya.
59
 
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna 
implementasi ini dengan mengatakan bahwa :  
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan 
negara, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 
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maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 
masyarakat/kejadian-kejadian”.60 
Sedangkan konsep atau model dalam implementasi kebijakan 
antara lain adalah : 
a. Model Meter dan Horn 
Implementasi merupakan proses yang dinamis, Meter dan Horn 
membuat ikatan (linkages) yang dibentuk antara sumber-sumber 
kebijakan dan tiga komponen lainnya. Menurut mereka tipe dan 
tingkatan sumber daya yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan 
mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. Pada 
sisi lain, kecenderungan para pelaksana dapat dipengaruhi secara 
langsung oleh tersedianya sumber daya.
61
 
b. Model Grindle 
Implementasi kebijakan menurut Grindle didasarkan oleh isi 
kebijakan dan konteksnya. Ide dasar Grindle muncul setelah kebijakan 
ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual 
dan biaya yang telah disediakan maka implementasi kebijakan 
dilaksanakan.
62
 
c. Model Sabatier dan Mazmanian 
Menurut Sabatier dan Mazmanian implementasi kebijakan 
mempunyai fungsi dari tiga variabel yaitu (1) karakteristik masalah, 
(2) struktur manajemen program, tercermin dalam berbagai macam 
peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, dan (3) faktor-faktor 
diluar aturan. Implementasi akan efektif apabila dalam pelaksanaannya 
mematuhi apa yang sudah digariskan oleh peraturan atau petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis.
63
 
Menurut Solichin Abdul Wahab ada empat pendekatan dalam 
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implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi 
yaitu : 
a. Pendekatan Struktural 
Pendekatan ini ada dua bentuk yaitu struktur yang bersifat 
organis dan pendekatan struktur matrik. 
b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial 
Perlu dibedakan antara merencanakan perubahan dan 
merencanakan untuk melakukan perubahan. Dalam hal pertama, 
implementasi dipandang semata-mata sebagai masalah teknis atau 
masalah manajerial, prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk 
diantaranya menyangkut penjadwalan (scheduling), perencanaan 
(planning), dan pengawasan (control).  
Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari 
pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan 
(network planning and control-MPC) yang menyajikan suatu 
kerangka kerja, proyek dapat dilaksanakan dan implementasinya dapat 
diawasi dengan cara identifikasi tugas-tugas dan urutan-urutan logis, 
sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan.  
c. Pendekatan Keperilakuan 
Ada dua bentuk dalam pendekatan ini : Pertama, OD 
(organisitional development/pengembangan organisasi). OD adalah 
suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang 
diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan dalam ilmu-ilmu 
kepribadian; Kedua, bentuk management by objectives (MBO). MBO 
adalah suatu pendekatan penggabungan unsur-unsur yang terdapat 
dalam pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur yang 
termuat dalam analisis keperilakuan. Jelasnya MBO berusaha 
menjembatani antara tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik 
dengan implementasinya. 
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d. Pendekatan Politik 
Pendekatan politik secara fundamental menentang asumsi yang 
diketengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu khususnya 
pendekatan perilaku. Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya 
akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok 
yang dominan/berpengaruh. Situasi tertentu dalam distribusi 
kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada 
saat implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan tersebut 
secara formal telah disahkan.
64
 
Terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan 
kepercayaan publik, agar tidak menimbulkan masalah Mardiyanta 
mengungkapkan hal sebagai berikut : 
“Public trust is a very essential and fundamental element to the 
legitimacy of public administration. Moreover, the government is 
obliged to serve the community. Without public trust, many policies 
may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and 
enhance public trust. A highly committed public trust will allow public 
administrators to receive good judgment, which is, necessary in the 
policy-making process”.65 
Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan 
mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, 
pemerintah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan 
publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. 
Adalah hal yang sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan 
kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan 
memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang 
baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. 
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5. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik 
Menurut Barclay dan Birkland, hubungan antara hukum dan 
kebijakan publik yang pertama dan mendasar adalah kebijakan publik 
umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dan pada dasarnya 
sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Dari pemahaman dasar 
ini kita dapat melihat keterkaitan di antara keduanya dengan jelas.
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Untuk mengetahui hubungan antara hukum dan kebijakan publik, 
menurut Setiono dapat dilihat dari : 
a. Formulasi Hukum dan Kebijakan Publik  
Hubungan pembentukan hukum dan kebijakan publik saling 
memperkuat satu dengan yang lain. Sebuah produk hukum tanpa 
proses kebijakan publik didalamnya maka produk hukum itu akan 
kehilangan makna substansinya. Sebaliknya sebuah proses kebijakan 
publik tanpa ada legalisasi hukum akan lemah dalam tata 
operasionalnya.
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b. Penerapan atau Implementasi Hukum dan Kebijakan Publik  
Pada dasarnya penerapan hukum tergantung pada 4 unsur, yaitu : 
unsur hukum, unsur struktural, unsur masyarakat, dan unsur budaya. 
Unsur hukum berkaitan dengan substansi aturan yang terkandung 
dalam suatu hukum, unsur ini menjadi acuan dasar. Oleh sebab itu 
dalam pembentukan hukum, aspek bahasa sangat penting karena teks-
teks yang terkandung di dalam suatu aturan tidak boleh ditafsirkan 
ganda sehingga dapat diimplementasikan dalam masyarakat dengan 
kesatuan persepsi/pemaknaan.
68
 
Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan publik dan hukum 
mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai hukum dapat 
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meliputi dua aspek yaitu : Pertama, aspek keadilan menyangkut tentang 
kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika 
dan konflik di tengah masyarakat. Kedua, aspek legalitas ini menyangkut 
apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang 
ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam 
pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum. 
69
 
Berdasarkan kedua aspek tersebut, seringkali terjadi perbenturan di 
mana “terkadang hukum positif ternyata tidak menjamin terpenuhinya rasa 
keadilan dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak mempunyai 
kepastian hukum. Di tengah itu maka komprominya adalah bagaimana 
agar semua hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa 
keadilan itu sendiri”. 
 
6. Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil 
Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah peraturan bersama Menteri Pendidikan 
Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama 
Nomor 05/X/PB/2011, NOMOR SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, NOMOR 
48 Tahun 2011, NOMOR 158/PMK.01/2011, NOMOR 11 Tahun 2011, 
tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. 
a. Peraturan bersama oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
05/X/PB/2011. 
Peraturan tersebut merupakan peraturan bersama dari lima 
kementerian yang berkaitan dengan penataan dan pemerataan guru 
yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dalam peraturan bersama 
tersebut, Menteri Pendidikan Nasional memiliki tugas antara lain : 
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1) Menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan 
pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan 
antar jenis pendidikan secara nasional. 
2) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antar 
satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan untuk 
penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar 
jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar provinsi, antar 
kabupaten/kota pada provinsi yang berbeda berdasarkan data 
pembanding dari BKN. 
3) Melakukan koordinasi dengan Menteri Agama dalam memfasilitasi 
penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar 
jenjang, dan antar jenis pendidikan di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. 
b. Peraturan bersama oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011. 
Dalam peraturan bersama ini Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menitik beratkan pada tugas 
dalam rangka mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antar 
satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan melalui 
penetapan formasi guru PNS. 
c. Peraturan bersama oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011. 
Amanat dari peraturan bersama ini mengharuskan Menteri 
Dalam Negeri untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan 
guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis 
pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang 
dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 
2) Memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antar 
satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan 
menjadi bagian penilaian kinerja pemerintah daerah. 
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d. Peraturan bersama oleh Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011. 
Sesuai dengan semangat peraturan untuk mewujudkan 
pemenuhan kebutuhan akan guru di semua lini bidang pendidikan, 
peran dari Menteri Keuangan berdasarkan peraturan bersama ini 
adalah mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan 
pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagai bagian 
dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan 
di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan negara. 
e. Peraturan bersama oleh Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011. 
Sebagai salah satu pemrakarsa terbitnya peraturan bersama ini 
Menteri Agama secara khusus mempunyai tugas untuk membuat 
perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antar satuan 
pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan yang menjadi 
tanggung jawabnya.
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Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 ini dibuat dengan 
pertimbangan untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, 
antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan/atau 
antar provinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan 
mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan 
nasional, guru PNS dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di 
kabupaten/kota, dan provinsi lain. 
Peraturan bersama ini mendefinisikan guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang 
agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS 
sesuai dengan kebutuhan riil satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah 
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kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada 
jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan 
pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, 
dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang 
berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang 
bersangkutan. Berdasarkan penjelasan pada peraturan bersama ini untuk 
memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang masih 
kekurangan maka guru dapat dipindah tidak hanya antar sekolah saja. 
Namun juga antar jenjang misalnya guru SMP menjadi guru SD maupun 
antar jenis pendidikan misalnya guru bahasa indonesia menjadi guru kelas. 
Selain itu untuk memeratakan distribusi guru ke satuan pendidikan yang 
membutuhkan, bisa jadi guru dipindah antar kabupaten maupun antar 
propinsi. 
Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan 
guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan taman 
kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa/raudhatul athfal/bustanul 
athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah, sekolah 
menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah 
tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar 
biasa/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah 
kejuruan dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 
Sehubungan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Magetan, 
peraturan bersama ini juga mengatur tanggung jawab dan wewenang 
pejabat daerah. Pada Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa Bupati/Walikota 
bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru 
PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota 
yang kelebihan dan kekurangan guru PNS. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
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Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru 
PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, 
antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai 
dengan kewenangannya.  
Adapun terkait pendanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS 
antar satuan pendidikan, antar jenjang, atau antar jenis pendidikan antar 
kabupaten/kota, atau antar provinsi pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD 
kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
71
 
 
7. Pengertian Guru 
Sebelum membahas mengenai permasalahan mutasi, maka dalam 
penelitian ini akan dibahas terlebih dahulu tentang pengertian guru. Dalam 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
Dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat 1 mengemukakan yang dimaksud dengan 
guru sebagai berikut “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.72 
Menurut Darajat, “guru adalah pendidik profesional karena secara 
implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian 
tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua”.73 
Sedangkan menurut Supriadi guru adalah orang yang berilmu, berakhlak, 
jujur dan baik hati, disegani, serta menjadi teladan bagi masyarakat.
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Menurut Suparlan, guru dapat diartikan sebagai orang yang 
tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 
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semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun 
aspek lainnya.
75
 Suparlan  juga menambahkan bahwa secara legal formal, 
guru adalah seseorang yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari 
pemerintah maupun pihak swasta untuk mengajar.
76
 
Menurut Djamarah dan Zain guru adalah seseorang yang menjadi 
salah satu sumber belajar yang berkewajiban menyediakan lingkungan 
belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas.
77
 Sedangkan 
Hamalik berpendapat bahwa “guru adalah orang yang bertanggung jawab 
dalam merencanakan dan menuntun murid-murid untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan 
yang diinginkan”.78 
Menurut Hamalik profesi guru dan profesi dosen merupakan 
bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai 
berikut : 
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 
ketakwaan, dan akhlak mulia; 
c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai 
dengan bidang tugas; 
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan; dan 
                                                 
75
  Suparlan, Menjadi Guru Efektif, Hikayat Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 12. 
76
  Ibid, hlm. 13. 
77
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Rineka Cipta, Jakarta, 
2010, hlm. 19. 
78
  Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Bumi Aksara, 
Jakarta, 2008, hlm. 38. 
43 
 
 
i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur 
hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
79
 
Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas tentu 
harus dapat dijawab pemerintah dengan menyediakan fasilitas pendidikan 
yang baik dan ditunjang dengan tenaga pendidik atau guru yang 
profesional. Menurut Linda Darling dan Hammond menyatakan bahwa. 
“The professional quality of teachers is the most powerful factor on 
student achievement as an indicator of educational outcomes". 
Therefore, teachers should be able to work with up and always strive 
to improve the competence of himself”. 80 
Kualitas profesional guru merupakan faktor yang paling kuat 
terhadap prestasi belajar siswa sebagai indikator hasil pendidikan. Oleh 
karena itu guru harus dapat bekerja dengan maksimal dan selalu berusaha 
meningkatkan kompetensi dirinya. 
 
8. Tugas Guru 
Adapun tugas guru yang paling utama adalah melaksanakan tugas 
mengajar di dalam kelas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dalam 
hal ini sesuai dengan pendapat Usman yang mengemukakan kompetensi 
profesional (kemampuan profesional) guru ini meliputi : 
a. Menguasai Landasan Kependidikan 
1) Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 
nasional. 
2) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat. 
3) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat 
dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. 
b. Menguasai Bahan Pengajaran 
1) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah. 
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2) Menguasai bahan pengayaan. 
c. Menyusun Program Pengajaran 
1) Menetapkan tujuan pembelajaran. 
2) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. 
3) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar. 
4) Memilih dan mengembangkan media pengajaran. 
5) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 
d. Melaksanakan Program Pengajaran 
1) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. 
2) Mengatur ruangan belajar. 
3) Mengelola interaksi belajar mengajar. 
e. Menilai Hasil Dan Proses Belajar Mengajar Yang Telah Dilaksanakan 
1) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran. 
2) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.81 
Peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara 
bertahap. Dinamika guru dalam pengembangan program pembelajaran 
tidak akan bermakna bagi perbaikan proses dan hasil belajar siswa, jika 
manajemen sekolahnya tidak memberi peluang tumbuh dan 
berkembangnya kreatifitas guru. Demikian juga penambahan sumber 
belajar berupa perpustakaan dan laboratorium tidak akan bermakna jika 
manajemen sekolahnya tidak memberikan perhatian serius dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar tersebut dalam proses 
belajar mengajar.
82
  
Menurut Dede Rosyada, kegiatan guru di dalam kelas meliputi : 
a. Guru harus menyusun perencanaan pembelajaran yang bijak. 
b. Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa-
siswanya. 
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c. Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang 
membelajarkan. 
d. Guru harus menguasai kelas. 
e. Guru harus melakukan evaluasi secara benar. 83 
Selain melakukan kegiatan di dalam kelas, guru akan melakukan 
kegiatan di dalam lingkungan sekolah. Kegiatan di lingkungan sekolah ini 
dapat berupa berpartisipasi dalam bidang administrasi, di mana dalam 
bidang administrasi ini para guru memiliki kesempatan yang banyak untuk 
ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah antara lain : 
a. Mengembangkan filsafat pendidikan. 
b. Memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum. 
c. Merencanakan program supervise. 
d. Merencanakan kebijakan-kebijakan kepegawaian.84 
Semua pekerjaan itu harus dikerjakan bersama-sama antara guru 
yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan cara bermusyawarah. Untuk 
meningkatkan kinerja, para guru harus melihat pada keadaan pemimpinnya 
(kepala sekolah). Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik dan buruknya guru 
dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 
satunya adalah supervisor dalam melaksanakan pengawasan atau supervisi 
terhadap kemampuan (kinerja guru). 
 
9. Peran Profesi Guru 
Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam 
membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran 
guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat 
kita yang multikultural dan multidimensional, dimana peranan teknologi 
untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Guru memiliki 
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peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. 
Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. 
Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam implementasi 
kurikulum di kelas yang perlu mendapat perhatian.
85
 
Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan 
memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan dalam proses 
belajar mengajar. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala 
sesuatu yang terjadi dalam kelas dalam membantu proses perkembangan 
siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari 
berbagai kegiatan dalam belajar, sebagai suatu proses yang dinamis dalam 
segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara lebih terperinci tugas 
guru menurut Slameto berpusat pada : 
a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motifasi pencapaian 
tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  
b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 
memadai.  
c. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-
nilai, dan penyesuaian diri, demikianlah dalam proses belajar mengajar 
guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi 
lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan 
kepribadian siswa, ia harus mampu menciptakan proses belajar yang 
sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar aktif 
dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan.
86
 
Melihat begitu pentingnya peranan guru dalam keberhasilan 
peserta didik maka hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai 
perkembangan yang ada dan meningkatkan kompetensinya, sebab guru 
pada saat ini bukan saja sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengelola 
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proses belajar mengajar. Sebagai orang yang mengelola proses belajar 
mengajar tentunya harus mampu meningkatkan kemampuan dalam 
membuat perencanaan pelajaran, pelaksanaan, dan pengelolaan pengajaran 
yang efektif, penilaian hasil belajar yang objektif, sekaligus memberikan 
motivasi pada peserta didik dan juga membimbing peserta didik terutama 
ketika peserta didik sedang mengalami kesulitan belajar. Menurut Patrick 
dkk. bahwa peran dan tugas guru begitu besar pengaruhnya terhadap 
kehidupan : 
 “Teachers affect various aspects of life, both social, cultural and 
economic. In the whole process of education, teachers are the main 
factors that served as an educator. Teachers should take responsibility 
for children's learning through teaching and learning interactions. 
Teachers are factors that influence the success or failure of the 
learning process and therefore teachers must master the principles of 
learning in addition to master the material presented, in other words, 
the teacher must create a learning conditions as well as possible for 
the students, this is classified as a category teacher's role as 
teacher“.87 
Guru mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya 
maupun ekonomi. Dalam keseluruhan proses pendidikan, guru merupakan 
faktor utama yang bertugas sebagai pendidik. Guru harus bertanggung 
jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. 
Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses 
belajar dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar di 
samping menguasai materi yang disampaikan, dengan kata lain guru harus 
menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya bagi peserta didik, 
inilah yang tergolong kategori peran guru sebagai pengajar. 
Disamping peran sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai 
pembimbing artinya memberikan bantuan kepada setiap individu untuk 
mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk 
melakukan penyesuan diri secara maksimal terhadap sekolah. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Hamalik yang mengatakan “bimbingan adalah 
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proses pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman 
diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian 
diri secara maksimal terhadap sekolah, keluarga, serta masyarakat”.88 
Lebih lanjut Hamalik menjelaskan, sehubungan dengan peranannya 
sebagai pembimbing, seorang guru harus : 
a. Mengumpulkan data tentang siswa.  
b. Mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari.  
c. Mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus.  
d. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa, 
baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memperoleh 
saling pengertian tentang pendidikan anak.  
e. Bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya 
untuk membantu memecahkan masalah siswa.  
f. Membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik.  
g. Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu.  
h. Bekerjasama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya untuk 
membantu memecahkan masalah siswa.  
i. Menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan 
petugas bimbingan lainnya.  
j. Meneliti kemajuan siswa, baik di sekolah maupun di luar 
sekolah.
89
  
Peran guru sebagai pengajar dan sebagai pembimbing memiliki 
keterkaitan yang sangat erat dan keduanya dilaksanakan secara 
berkesinambungan dan sekaligus berinterpenetrasi dan merupakan 
keterpaduan antara keduanya. Oleh karena itu profesi guru harus 
senantiasa dikembangkan karena perannya yang sangat penting bagi dunia 
pendidikan untuk masa depan bangsa. Standar pengembangan profesi guru 
menurut Stiles dan Horsley bahwa : 
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“Professional development of teachers must meet the standards as 
proposed, that there are four standards of teacher professional 
development, namely (1) Standard A professional development is 
professional development for science teachers require teaching 
science contents required through the perspectives and methods of the 
inquiry. (2) Standards and professional development is professional 
development for science teachers requires the integration of scientific 
knowledge, learning, education, and students, also apply that 
knowledge to the teaching of science. (3) Standard C professional 
development is professional development for teachers of science 
requires the establishment of understanding and learning ability for 
all time. (4) Standard D is a professional development programs for 
teachers of science profession should be coherent (related) and 
integrated”. 90 
Pengembangan profesional guru harus memenuhi standar 
sebagaimana yang dikemukakan Stiles dan Horsley bahwa ada empat 
standar pengembangan profesi guru yaitu :  
1. Standar pengembangan profesi A adalah pengembangan profesi untuk 
para guru sains memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan 
melalui perspektif-perspektif dan metode-metode inquiri. 
2. Standar pengembangan profesi B adalah pengembangan profesi untuk 
guru sains memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, 
pembelajaran, pendidikan, dan siswa, juga menerapkan pengetahuan 
tersebut ke pengajaran sains. 
3. Standar pengembangan profesi C adalah pengembangan profesi untuk 
para guru sains memerlukan pembentukan pemahaman dan 
kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. 
4. Standar pengembangan profesi D adalah program-program profesi 
untuk guru sains harus koheren (berkaitan) dan terpadu. 
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10. Mutasi 
a. Pengertian Mutasi 
Kata mutasi atau pemindahan oleh sebagian masyarakat sudah 
dikenal, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan 
perusahaan (pemerintahan). Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan 
dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan/pegawai dari 
suatu tempat pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang dianggap sejajar 
atau setingkat. Mutasi adalah suatu hal yang wajar di dalam setiap 
organisasi atau instansi, baik pemerintahan maupun swasta. 
Menurut Alex S. Nitisemito mutasi adalah “kegiatan dari 
pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu 
pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar”.91 
Jadi dapat di simpulkan bahwa mutasi diartikan sebagai perubahan 
mengenai atau pemindahan kerja atau jabatan seorang pegawai dari 
suatu tempat kerja atau jabatan, ke tempat kerja atau jabatan lain 
dengan harapan pada jabatan baru itu dia akan semakin lebih 
berkembang. 
Selanjutnya Sastrohadiwiryo menyatakan bahwa : 
“Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan ketenagakerjaan yang 
berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, 
dan status ketenagakerjaan, sehingga tenaga kerja yang 
bersangkutan memperoleh semangat kerja dan prestasi kerja yang 
semaksimal mungkin”. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemindahan 
harus dilakukan menurut analisa jabatan sesuai dengan 
kualifikasi, kemampuan, dan kerugian tenaga kerja yang 
bersangkutan, sehingga tenaga kerja tersebut diharapkan 
mendapat kepuasan kerja semaksimal mungkin dan dapat 
memberikan output yang setinggi- tingginya.
92
 
Menurut Hanggraeni mutasi adalah pemindahan dari posisi 
yang baru tapi memiliki kedudukan, tanggung jawab, dan jumlah 
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remunerasi yang sama.
93
 Dan menurut Daryanto mutasi adalah suatu 
kegiatan rutin dari suatu perusahaan untuk dapat melaksanakan prinsip 
“the right men on the right place”.94 Sedangkan menurut Moekijat 
mutasi adalah suatu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas ke 
suatu jabatan dalam kelas yang lain yang tingkatnya tidak lebih tinggi 
atau tidak lebih rendah (yang tingkatnya sama) dalam rencana gaji.
95
 
Sedangkan Manullang menyatakan bahwa “pemindahan itu 
dimaksudkan penempatan pemegang jabatan tertentu kepada jabatan 
yang lebih tepat sesuai dengan keinginan, pengetahuan, dan 
keahliannya dengan harapan pada jabatan yang baru itu dia akan lebih 
berkembang”.96 
Jadi dapat di simpulkan bahwa mutasi diartikan sebagai 
perubahan mengenai atau pemindahan kerja atau jabatan seorang 
pegawai dari suatu tempat kerja atau jabatan, ke tempat kerja atau 
jabatan lain dengan harapan pada tempat kerja atau jabatan baru 
tersebut itu dia akan lebih maju dan berkembang. 
 
b. Tujuan dan Manfaat Mutasi 
         Tujuan pelaksanaan mutasi menurut Alex S. Nitisemito adalah : 
1) Untuk mengusahakan pelaksanaan prinsip orang tepat pada tempat 
yang tepat. 
Sebenarnya dalam melaksanakan seleksi pada calon-calon 
pekerja sudah diusahakan melaksanakan prinsip ini, namun dalam 
praktiknya sulit sekali bagi kita untuk melaksanakan hal ini. Untuk 
itulah maka pimpinan perlu melakukan evaluasi atau penilaian 
terus-menerus secara objektif terhadap para pegawai untuk 
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landasan dalam melaksanakan mutasi. Dengan demikian dapat 
diperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan 
penempatan para pegawai pada pertama kali. 
2) Untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja. 
Suatu pekerjaan yang bersifat rutin, mungkin dapat 
menimbulkan rasa bosan, sehingga dalam keadaan tersebut 
kemungkinan semangat dan kegairahan kerjanya menurun. Salah 
satu cara untuk menghindari hal tersebut adalah dengan jalan 
mutasi. 
3) Untuk dapat saling menggantikan. 
Para pegawai yang sering dipindahkan dari suatu jabatan ke 
jabatan lain akan memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang 
pekerjaan yang pernah dihadapinya. Apabila suatu waktu ada 
pegawai yang cuti, sakit, atau sebab lain, sehingga tidak dapat 
bekerja dalam waktu yang lama, maka pekerjaan tersebut tetap 
dapat berjalan dengan diisi atau digantikan oleh pegawai lain yang 
memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pekerjaan tersebut. 
Disinilah peranan mutasi kerja untuk dapat saling menggantikan. 
4) Dalam rangka promosi. 
Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan 
yang lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih 
besar, pada umumnya diikuti dengan kenaikan gaji atau upah dan 
fasilitas lainnya. Karyawan atau pegawai yang akan dipromosikan 
memerlukan tambahan pengalaman dan pengetahuan dalam 
bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk 
menambah pengalaman dan pengetahuan tersebut maka salah satu 
caranya adalah dengan memutasikan pegawai pada beberapa 
tempat atau pekerjaan yang akan menjadi tangung jawabnya. 
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5) Untuk menghindarkan kerjasama dalam arti negatif. 
Pegawai yang telah lama berada dalam suatu bagian akan 
terjalin kerjasama yang baik, tetapi ada kemungkinan juga 
kerjasama tersebut yang dapat membawa kerugian bagi organisasi 
yaitu berupa penyelewengan yang dilakukan secara rapi, dimana 
mereka saling menyampaikan rahasia karena mereka mendapat 
keuntungan dari penyelewengan tersebut. Maka dengan adanya 
mutasi kerja, hal-hal tersebut dapat dihindarkan. 
6) Untuk memenuhi peraturan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 
organisasi. 
Dalam hal ini mutasi semata-mata untuk memenuhi 
peraturan yang ada, misalnya setelah pegawai berada selama lima 
tahun pada suatu jabatan tertentu maka pegawai tersebut akan 
dimutasikan ke suatu jabatan lain.
 97
 
Pelaksanaan mutasi pegawai mempunyai banyak manfaat dan 
tujuan yang sangat berpengaruh kepada kemampuan dan kemauan 
kerja pegawai yang mengakibatkan suatu keuntungan bagi perusahaan 
itu sendiri. 
Mutasi pegawai ini merupakan salah satu metode dalam 
program pengembangan manajemen yang berfungsi untuk 
meningkatkan efektivitas manajer secara keseluruhan dalam pekerjaan 
dan jabatannya dengan memperluas pengalaman dan membiasakan diri 
dengan berbagai aspek dari operasi perusahaan. 
Menurut Simamora manfaat pelaksanaan mutasi adalah : 
1) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang 
kekurangan tenaga kerja tanpa merekrut dari luar. 
2) Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan pekerjaan. 
3) Memberikan jaminan bagi pegawai bahwa dia tidak akan 
diberhentikan. 
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4) Tidak terjadi kejenuhan. 
5) Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, berkat tantangan 
dan situasi baru yang dihadapi.
98
 
Menurut Siagian melalui mutasi para karyawan sesungguhnya 
memperoleh manfaat yang tidak sedikit, antara lain dalam bentuk : 
1) Pengalaman baru. 
2) Cakrawala pandangan yang lebih luas. 
3) Tidak terjadinya kejenuhan atau kebosanan. 
4) Perolehan pengetahuan dari keterampilan baru. 
5) Perolehan prospektif baru mengenai kehidupan organisasional. 
6) Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi. 
7) Motivasi dan keputusan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan 
dan situasi baru yang dihadapi.
99
 
Mutasi juga dapat menurunkan kegairahan kerja karena 
dianggap sebagai hukuman dan memperburuk produktivitas kerja 
karena adanya ketidaksesuaian dan ketidakmampuan kerja karyawan. 
Bila terjadi keadaan yang demikian maka mutasi tidak mencapai tujuan 
yang diharapkan, yaitu bertambahnya efektivitas dan efesiensi dalam 
perkerjaan. Menurut Nitisemito, hal ini terjadi karena : 
1) Karyawan tersebut telah terlanjur mencintai perkerjaanya. 
2) Hubungan kerjasama yang baik dengan sesama rekan. 
3) Perasaan dari karyawan bahwa pekerjaan-pekerjaan lain yang 
sederajat, dan lain-lain.
 100
 
Sedangkan tujuan pelaksanaan mutasi menurut Malayu S.P 
Hasibuan antara lain, adalah : 
1) Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 
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2) Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan 
komposisi pekerjaan atau jabatan. 
3) Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai. 
4) Untuk menghilangkan rasa bosan atau jemu terhadap pekerjaannya. 
5) Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya 
meningkatkan karier yang lebih tinggi. 
6) Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai. 
7) Untuk mengatasi perselisihan antara sesama pegawai. 
Mutasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengusahakan 
pelaksanaan prinsip orang tepat pada tempat yang tepat.
101
 
 
c. Dasar Pelaksanaan Mutasi 
Ada 3 (tiga) sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi 
pegawai menurut H. Malayu S.P. Hasibuan yaitu : 
1) Seniority System adalah mutasi yang didasarkan atau dilandasi 
pada masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari pegawai yang 
bersangkutan. Sistem mutasi ini tidak objektif karena kecakapan 
orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu 
menduduki jabatan yang baru. 
2) Spoil System adalah mutasi yang didasarkan atas landasan 
kekeluargaan. Sistem mutasi ini kurang baik karena didasarkan atas 
pertimbangan suka atau tidak suka. 
3) Merit System adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan 
yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerja. Merit system 
ini merupakan dasar mutasi yang baik karena : 
a) Output dan produktivitas kerja meningkat. 
b) Semangat kerja meningkat. 
c) Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun. 
d) Absensi karyawan semakin baik. 
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e) Disiplin karyawan semakin baik. 
f) Jumlah kecelakaan akan menurun. 102 
 
d. Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Mutasi 
Mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi oleh karena itu perlu ada evaluasi pada setiap perkerja secara 
berkesinambungan secara objekif. Dalam melaksanakan mutasi harus 
dipertimbangkan faktor-faktor yang dianggap objektif dan rasional, 
yaitu : 
1) Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer. 
2) Mutasi atas dasar prinsip the right man on the right place (orang 
yang tepat di tepat yang tepat pula). 
3) Mutasi sebagai dasar untuk meningkatkan modal kerja. 
4) Mutasi sebagai media kompetisi yang maksimal. 
5) Mutasi sebagai langkah untuk promosi. 
6) Mutasi untuk mengurangi labour turn over (perputaran tenaga 
kerja). 
7) Mutasi harus terkoordinasi.103 
 
e. Sebab dan Alasan Mutasi 
Mutasi atau pemindahan pegawai menurut Malayu S.P. 
Hasibuan dapat terjadi karena 2 hal, yaitu : 
1) Mutasi atas keinginan pegawai 
Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas 
keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dengan 
mendapat persetujuan pimpinan organisasi. Misalnya, karena 
alasan keluarga untuk merawat orang tua yang sudah lanjut usia. 
Kemudian alasan kerja sama, dimana tidak dapat bekerja sama 
dengan pegawai lainnya karena terjadi pertengkaran atau 
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perselisihan, iklim kerja kurang cocok dengan pegawai dan alasan-
alasan sejenisnya. 
2) Alih Tugas Produktif (ATP) 
Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan 
perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan 
pegawai bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai 
dengan kecakapannya. Alasan lain tugas produktif didasarkan pada 
kecakapan, kemampuan pegawai, sikap, dan disiplin pegawai. 
Kegiatan ini menuntut keharusan pegawai untuk menjalankannya.
 
104
 
 
f. Jenis Mutasi 
Gagasan penyelenggaraan mutasi tidak selamanya berasal atas 
kebijakan manajemen tenaga kerja saja, tetapi seringkali berasal dari 
keinginan pegawai. Oleh karena itu, mutasi dapat dibedakan atas dua 
sumber, yakni mutasi atas keinginan pegawai dan mutasi atas 
kebijakan manajemen pegawai, yang diambil dan ditujukan pada hal-
hal yang positif. 
1) Mutasi Atas Keinginan Pegawai 
Dalam banyak hal kadang-kadang seorang pegawai secara 
spontanitas mengajukan keinginannya untuk dipindahkan ke 
tempat kerja lain yang ada dalam lingkungan perusahaan. Berbagai 
alasan seringkali mereka kemukakan, misalnya tugas dan pekerjaan 
yang saat ini mereka kerjakan kurang sesuai dengan keinginannya, 
iklim kerja kurang cocok dengan mereka, lingkungan kerja kurang 
menggairahkan, dan alasan-alasan sejenisnya. Sering pula terjadi 
para tenaga kerja menginginkan pindah ke tempat kerja lain, tetapi 
kurang memiliki alasan yang tepat atas keinginannya tersebut. 
Menurut sifatnya, keinginan mutasi pegawai dapat 
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 
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a) Mutasi Jangka Panjang  
Seorang pegawai ingin dipindahkan ke tempat kerja atau 
status ketenagakerjaaan lain dalam jangka waktu lama dan 
tetap sifatnya. Kegiatan semacam ini terjadi karena ada formasi 
kosong disebabkan beberapa kemungkinan, misalnya pegawai 
yang bersangkutan meninggal dunia, keluar dari perusahaan, 
dan mungkin dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi, dan 
sebagainya. 
b) Mutasi Jangka Pendek 
Seorang pegawai mengajukan permohonannya kepada 
manajemen agar dipindahkan pada posisi yang lain meskipun 
sifatnya jangka pendek. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, 
misalnya pegawai yang biasanya baru mengikuti program 
pendidikan dan pelatihan, penataran, seminar, cuti, penderita 
sakit, berlibur, dan sejenisnya setiap saat ( sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan mereka kembali pada tempat kerja 
mereka). 
2) Mutasi Kebijakan Manajemen Pegawai 
Mutasi karena merupakan salah satu fungsi dari manajemen 
pegawai, kegiatan ini menuntut keharusan untuk dijalankan. 
Dengan demikian, manajemen pegawai yang bijaksana akan selalu 
memprogramkan kegiatan ini, baik dalam jangka pendek maupun 
dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya 
diperuntukkan karena tuntutan yang mendesak, sedangkan dalam 
jangka panjang sebagai masukan dalam menjaga kontinuitas 
produksi maupun kontinuitas perusahaan secara makro. 
Menurut sifatnya sebagaimana mutasi atas dasar keinginan 
pegawai, mutasi atas dasar kebijakan manajemen pegawai ini pun 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
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a) Mutasi Jangka Panjang 
Manajemen pegawai memutasikan tenaga kerja dalam 
jangka tidak terbatas dan sifatnya tetap atau statis untuk 
memikul tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 
Kegiatan ini timbul karena beberapa kemungkinan, misalnya 
pegawai yang biasanya memikul tugas dan pekerjaan 
sebelumnya meninggal dunia, mengundurkan diri dari 
perusahaan, serta dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. 
b) Mutasi Jangka Pendek 
Manajemen pegawai memutasikan pegawai dalam 
jangka pendek, sehingga dalam batas waktu yang telah 
ditetapkan mereka dikembalikan ke tempat kerja atau status 
pegawai sebelumnya. Kegiatan semacam ini timbul karena 
beberapa kemungkinan, mislnya pegawai yang biasanya 
memikul tugas dan pekerjaan sebelumnya sakit, mengikuti 
program pendidikan dan pelatihan, penataran, seminar, 
lokakarya, berlibur, dan sejenisnya, dan pada waktu yang telah 
ditetapkan kembali bekerja sebagaimana mestinya.
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Paul Pigors dan Charles Mayers dalam Mulia Nasution 
menjelaskan bahwa mutasi dibagi dalam beberapa jenis yaitu 
production transfer, replacement transfer, versatility transfer, shift 
transfer, dan remedial transfer. 
1) Production transfer, adalah mengalih tugaskan karyawan dari satu 
bagian ke bagian lain secara horizontal, karena pada bagian lain 
kekurangan tenaga kerja padahal produksi akan ditingkatkan. 
2) Replacement transfer, adalah mengalih tugaskan karyawan yang 
sudah lama dinasnya ke jabatan lain secara horizontal untuk 
menggantikan karyawan yang masa dinasnya sedikit atau 
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diberhentikan. Replacement transfer terjadi kerena aktivitas 
perusahaan diperkecil. 
3) Versality transfer, adalah mengalih tugaskan karyawan ke jabatan 
atau pekejaan lainnya secara horizontal agar karyawan yang 
bersangkutan dapat melakukan pekerjaan atau ahli dalam berbagai 
lapangan pekerjaan. 
4) Shift transfer, adalah mengalih tugaskan karyawan yang sifatnya 
horizontal dari satu regu ke regu lain sedangkan pekerjaannya tetap 
sama. 
5) Remedial transfer, adalah mengalih tugaskan seorang karyawan ke 
jabatan lain, baik pekerjaannya sama atau tidak atas permintaan 
karyawan bersangkutan karena tidak dapat bekerja sama dengan 
rekan-rekannya.
106
 
 
g. Kendala dalam Pelaksanaan Mutasi 
Sastrohadiwiryo mengemukakan ada tiga jenis penolakan 
pegawai terhadap mutasi pegawai, yaitu : 
1) Faktor Logis atau Rasional 
Penolakan ini dilakukan dengan pertimbangan waktu yang 
diperlukan untuk menyesuaikan diri, upaya ekstra untuk belajar 
kembali, kemungkinan timbulnya situasi yang kurang diinginkan 
seperti penurunan tingkat keterampilan karena formasi jabatan 
tidak memungkinkan, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan 
oleh perusahaan. 
2) Faktor Psikologis 
Penolakan berdasarkan faktor psikologis ini merupakan 
penolakan yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. 
Seperti kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui 
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sebelumnya, rendahnya toleransi terhadap perubahan, tidak 
menyukai pimpinan atau agen perubahan yang lain, rendahnya 
kepercayaan terhadap pihak lain, kebutuhan akan rasa aman. 
3) Faktor Sosiologis (kepentingan kelompok) 
Penolakan terjadi karena beberapa alasan antara lain 
konspirasi yang bersifat politis, bertentangan dengan nilai 
kelompok, kepentingan pribadi, dan keinginan mempertahankan 
hubungan (relationship) yang terjalin sekarang.
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B. Penelitian Terdahulu 
Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan yang sudah 
lama ditetapkan akan tetapi dalam pelaksanaannya belum semua daerah 
mengimplementasikan peraturan tersebut. Untuk mendukung penelitian 
terdahulu pada penelitian ini digunakan beberapa penelitian yang membahas 
masalah mutasi PNS karena masalah utama pelaksanaan Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 ini adalah mutasi guru untuk memenuhi standar 
kinerja yang ditetapkan pemerintah. 
 
 
No 
Jenis 
Penelitian 
(Tahun) 
 
Penulis 
Judul 
Penelitian 
Fokus 
Penelitian 
 
Perbedaan 
1. Tesis 
(2010) 
Adlan 
Jori 
Pengaruh 
Iklim 
Organisasi  
Terhadap 
Kinerja 
Pegawai  
Dinas 
Pemadam 
Kebakaran  
Kota 
Pekanbaru  
Penulisan 
tesis ini 
untuk 
mengetahui 
dan 
menganalisis 
pengaruh 
iklim 
organisasi 
terhadap 
kinerja 
pegawai 
Dalam penelitian ini 
tidak membahas 
mengenai iklim 
organisasi yang 
mempengaruhi 
kinerja pegawai serta 
metode yang 
digunakan juga 
berbeda. Penelitian 
ini menggunakan 
metode kualitatif 
sedangkan penelitian 
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 negeri sipil 
pada Dinas 
Pemadam 
Kebakaran 
Kota 
Pekanbaru. 
Adlan tersebut 
menggunakan 
metode kuantitatif 
dengan 
menggunakan teknik 
analisa dengan 
menggunakan 
pendekatan korelasi 
nilai koefisien  
determinasi (R 
square). 
2. Tesis 
(2010) 
Ria Intan 
Silvana 
Pengaruh 
Mutasi 
Jabatan 
Terhadap 
Kepuasan 
Kerja 
Pegawai 
Negeri Sipil 
Pemerintah 
Kota 
Malang 
Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengetahui 
pengaruh 
antara mutasi 
jabatan 
terhadap 
kepuasan 
kerja PNS 
Pemerintah 
Kota Malang. 
Perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian 
yang dilakukan 
Silvana adalah 
metode yang 
digunakan dan tidak 
membahas mengenai 
kepuasan kerja 
pegawai. 
3. Jurnal 
(2014) 
Shinta 
Rundeng
an, Riane 
Johnly 
Pio, Max 
Pangkey 
Pengaruh 
Mutasi 
Terhadap 
Prestasi 
Kerja 
Pegawai 
Pada 
Kantor 
Pelayanan 
Pajak 
Pratama 
Manado 
Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengetahui 
dan 
menganalisis 
pengaruh 
mutasi 
terhadap 
prestasi kerja 
pegawai pada 
Kantor 
Pelayanan 
Pajak 
Pratama 
Manado. 
Dalam penelitian ini 
tidak membahas 
mengenai pengaruh 
mutasi terhadap 
prestasi kerja 
pegawai serta 
metode yang 
digunakan juga 
berbeda. Penelitian 
ini menggunakan 
metode kualitatif 
sedangkan penelitian 
Rundengan dkk. 
tersebut 
menggunakan 
metode kuantitatif. 
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C. Kerangka Berpikir 
Otonomi daerah bergulir seiring dengan ditetapkannya Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan dengan Undang Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 dan terus disempurnakan terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Pada era otonomi daerah ini 
pemerintah daerah setingkat kabupaten seperti Kabupaten Magetan 
berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara berhak untuk mengelola sumber daya manusia yang ada, salah 
satunya adalah mengatur guru yang ada di wilayahnya. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka 
pemerintah Kabupaten Magetan berhak untuk mengatur guru PNS yang ada 
di wilayahnya. 
Guru memegang peranan penting dalam memajukan pendidikan untuk 
masa depan bangsa. Guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan 
profesionalnya sebagai tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak 
pendidikan di negara ini. Pemerintah sudah memberikan kebijakan yang 
memperhatikan nasib guru dengan adanya tunjangan sertifikasi dan berbagai 
kebijakan yang membuat profesi guru ini selalu menjadi perhatian utama 
dalam perekrutan pegawai. Namun distribusi guru di Kabupaten Magetan 
masih belum tertata dengan baik. Masih banyak sekolah atau satuan 
pendidikan yang kekurangan guru maupun yang kelebihan guru. Secara 
jenjang pendidikan, guru SD masih kurang sedangkan guru setingkat SMP 
maupun SMA atau yang sederajat masih kelebihan tenaga guru. Kondisi 
Kabupaten Magetan saat ini tidak memungkinkan untuk mengangkat guru 
baru untuk mengisi kekurangan formasi guru pada tingkat SD tersebut 
sehingga perlu dilakukan mutasi antar jenjang maupun antar pendidikan yang 
pada praktiknya menemui banyak sekali masalah yang berhubungan dengan 
norma maupun berbenturan dengan kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah. 
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Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dan dikeluarkan untuk 
mengatasi kekurangan kebutuhan guru serta menata dan memeratakan guru 
pada satuan pendidikan. Dengan peraturan bersama ini pemerintah Kabupaten 
Magetan diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menata dan 
memeratakan guru pada satuan pendidikan yang ada di lingkup Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan. 
Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 ini juga masih 
diperkuat lagi dengan adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan 
Bersama Lima Menteri Tahun 2011 serta Surat Edaran Menpan RB Nomor 
06 Tahun 2012 tentang Redistribusi Dan Peningkatan Kualitas Pegawai 
Negeri Sipil Bidang Pelayanan Dasar. PNS bidang pelayanan dasar ini salah 
satunya adalah guru. Dengan berdasar pada aturan dan petunjuk tersebut 
Pemerintah Kabupaten Magetan melaksanakan distribusi guru untuk 
memenuhi kekurangan guru SD yang dimulai bertahap sejak tahun 2012, 
proses pelaksanaan distribusi tersebut berdasarkan pada data kebutuhan guru 
yang diajukan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Pendidikan tingkat kecamatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.  
Senada dengan yang telah disebutkan di atas, maka dalam memenuhi 
kebutuhan guru pada seluruh satuan pendidikan dilakukanlah distribusi guru 
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sesuai dengan kebutuhan dan data 
yang telah diajukan. Terkait hal tersebut, terjadi dua kemungkinan atas 
pelaksanaan distribusi, yaitu terpenuhinya kebutuhan guru pada satuan 
pendidikan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan guru pada satuan 
pendidikan. 
Untuk meningkatkan kualitas guru, maka guru diwajibkan memenuhi 
jam mengajar di sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah, dan ketika guru 
kekurangan jam mengajar maka harus di mutasi ke sekolah lain atau ke 
jenjang yang membutuhkan guru. Banyak diantara guru yang sudah mengajar 
lama di sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya harus pindah 
ke sekolah baru yang sangat jauh di pinggiran wilayah Kabupaten Magetan. 
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Selain itu tidak sedikit guru SMP, SMA, SMK dan yang sederajat di mutasi 
ke SD. Padahal guru-guru tersebut sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi 
guru. Hal ini tentu membuat banyak sekali guru khawatir akan hilangnya 
tunjangan sertifikasi guru, sehingga banyak guru-guru tersebut akhirnya 
mencari kedekatan hubungan dengan para oknum pejabat tertentu untuk 
melakukan mutasi yang menguntungkan mereka, sehingga kebutuhan guru 
yang seharusnya merata di seluruh satuan pendidikan menjadi tidak dapat 
terpenuhi karena kenyataan di lapangan guru dimutasi atau di distribusi 
berdasarkan hal-hal diluar aturan hukum yang berlaku atau tidak sesuai 
dengan amanat Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011. 
Hal tersebut diatas berujung pada terhambatnya distribusi guru untuk 
pemerataan sumber daya yang seharusnya terpenuhi sesuai dengan aturan 
yang berlaku serta data kebutuhan guru yang telah diajukan. Dalam hal ini 
perlu disusun sebuah formulasi yang baik dan sesuai dengan Peraturan 
Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil. Pemahaman dan kesadaran harus dimiliki oleh semua 
guru PNS yang ada di Kabupaten Magetan bahwa proses mutasi dan 
pendistribusian guru adalah sebuah program dan tindakan dari pemerintah 
untuk memberikan bentuk pelayanan dasar terkait dengan pendidikan yang 
terbaik bagi seluruh elemen masyarakat. Selain tersebut diatas masih banyak 
lagi polemik yang terjadi pada kebijakan mutasi guru yang terjadi di 
Kabupaten Magetan yang menarik untuk diteliti. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir pada penelitian ini 
dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan  
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
 
Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 05/X/PB/2011, 
Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 
2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, 
tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri 
Sipil 
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Lima 
Menteri Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan 
Guru Pegawai Negeri Sipil 
 
Surat Edaran Menpan RB Nomor 06 
Tahun 2012 tentang 
Redistribusi Dan Peningkatan Kualitas 
Pegawai Negeri Sipil Bidang 
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Magetan Melakukan Mutasi Guru 
 
Data Kebutuhan Guru Pada 
Seluruh Satuan Pendidikan  
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Seluruh Satuan Pendidikan 
 
Kebutuhan Guru Pada Seluruh Satuan 
Pendidikan Terpenuhi 
 Kebutuhan Guru Pada Satuan 
Pendidikan Belum Terpenuhi Dan Belum 
Sesuai Peraturan Bersama Lima Menteri 
Tahun 2011 
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Teori Sistem 
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Publik 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke“. Secara 
lebih rinci metodologi diberikan pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, 
studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan 
teknik penelitian.
108
 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 
dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, 
dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak 
adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
109
 
Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan 
sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek. Pada dasarnya, yang dicari 
dalam suatu penelitian adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan 
yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk 
menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian tujuannya 
adalah untuk mencari jawaban, maka diperlukan suatu metode yang tepat. Metode 
adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan, maka menggunakan 
suatu metode harus jelas dulu apa yang akan terjadi.
110
 Metode penelitian yang 
akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan mutasi guru 
di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sebagai tindak lanjut 
dari Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Untuk melakukan analisis dalam 
penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan 
Corbin, penelitian kualitatif adalah “jenis penelitian yang temuan-temuannya 
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tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”. 
Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) 
fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran 
yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi 
variabel-variabel yang saling terkait. Penelitian kualitatif adalah riset yang 
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 
induktif.
111
 
Sementara itu dalam ilmu hukum, penelitian ini mendasar pada lima 
konsep hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto seperti 
dikutip oleh Setiono sebagai berikut : 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal (menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam). 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcerto, dan 
tersistematisasi sebagai judge made law. 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik. 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai 
dampak dalam interaksi sosial antar mereka.
112
 
Dalam penelitian ini, konsep hukum yang digunakan peneliti adalah 
konsep hukum yang ke-5, yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna 
simbolik perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi sosial antar mereka. 
Dalam penelitian ini dibahas masalah-masalah yang timbul akibat 
implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan 
dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.  
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Kebijakan mutasi guru biasanya terjadi atas permintaan guru, namun 
mutasi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan mutasi untuk memenuhi 
kekurangan kebutuhan guru. Kebijakan mutasi ini masih dilaksanakan sampai 
penelitian ini dibuat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini benar-
benar baru dan masih dilaksanakan di Kabupaten Magetan dan dasar 
peraturan yang digunakan juga masih baru dilaksanakan padahal peraturan 
terkait penataan dan pemerataan guru PNS telah lama diberlakukan. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan bagi terjawabnya 
permasalahan dalam tesis ini maka penelitian ini dilaksanakan di wilayah 
Kabupaten Magetan khususnya pada instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan 
dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan. 
 
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. 
1. Data Primer 
Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong menyebutkan 
bahwa, sumber data utama atau data primer dalam penelitian kualitatif 
adalah kata-kata yang diamati, wawancara, atau tindakan, selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen, arsip, dan lain-lain. Data utama 
penelitian diperoleh dari para informan, yaitu  orang  yang  terlibat  
secara  langsung  dalam  kegiatan  yang  menjadi  fokus penelitian dan 
yang mengetahui kegiatan tersebut.
113
 
Menurut Sugiyono pengertian data primer adalah “sumber data 
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.114 Data primer 
dalam penelitian ini adalah data mutasi guru Pegawai Negeri Sipil yang 
terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, serta hasil 
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wawancara dari narasumber yang terdiri dari guru PNS, kepala sekolah, 
dan pejabat terkait. 
2. Data Sekunder 
Menurut Sugiyono pengertian data sekunder adalah “sumber data 
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.115 Jadi 
data sekunder adalah data dari informasi yang diperoleh dari sumber 
yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder umumnya 
berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam 
arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder 
dalam penelitian ini merupakan data tentang peraturan perundang-
undangan maupun berita mengenai implementasi Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 di media massa maupun internet. 
Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer 
1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. 
4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil. 
6) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 
05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 
                                                 
115
 Ibid, hlm. 138. 
71 
 
Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. 
7) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri 
Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai 
Negeri Sipil. 
8) Surat Edaran Menpan RB Nomor 06 Tahun 2012 tentang 
Redistribusi dan Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil 
Bidang Pelayanan Dasar. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
1) Bagan kepustakaan/literatur, buku-buku, artikel-artikel dan jurnal 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 
2) Hasil penelitian yang berhubungan dengan kebijakan mutasi 
pegawai. 
3) Dokumen yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil dan kebijakan mutasi guru PNS di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 
c. Bahan Hukum Tersier 
1) Majalah. 
2) Surat Kabar. 
3) Internet. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis 
dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam suatu penelitian 
perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang relevan untuk menjawab 
pokok permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Menurut 
Sugiyono “teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan 
alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya”.116 
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Untuk memperoleh data dari sumber data di atas, maka teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Studi Dokumenter 
Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data 
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 
tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh 
kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) 
membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi 
dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau 
melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen 
yang dilaporkan dalam penelitian tetapi adalah hasil analisis terhadap 
dokumen-dokumen tersebut. 
Studi dokumenter dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari 
data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu : 
a. Kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan. 
b. Data mutasi guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan sebagai implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 
2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. 
2. Wawancara 
Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara tidak terarah (non 
directive interview) yang tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan 
yang telah disusun terlebih dahulu. Peneliti tidak memberikan pengarahan-
pengarahan yang tajam, namun diserahkan sepenuhnya kepada informan 
yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya. 
Dari wawancara yang mendalam (indept interview) diharapkan dapat 
digali lebih dalam mengenai apa yang diamati di lapangan atau di lokasi 
penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka wawancara 
dilakukan kepada : 
a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 
b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan. 
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c. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (di Kabupaten Magetan). 
d. Pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 
e. Guru PNS yang dimutasi (di Kabupaten Magetan). 
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan langkah untuk mengolah hasil penelitian 
menjadi suatu laporan.  Analisis data menurut Lexy J. Moleong adalah proses 
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, 
sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti yang disarankan oleh data.
117
 
Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah melalui analisis 
kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, 
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 
perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
118
 
Menurut H.B. Sutopo dikatakan bahwa dalam proses analisis terdapat 
tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti 
kualitatif.  Tiga komponen utama tersebut adalah (1) reduksi data, (2) sajian 
data, dan (3) penarikan simpulan serta verifikasinya. Tiga komponen tersebut 
terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil 
akhir analisis. 
1. Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 
abstraksi dari data fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang 
pelaksanaan penelitian. Reduksi data adalah bagian analisa yang 
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 
penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 
dapat dilakukan. 
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2. Sajian Data 
Adalah suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 
narasi yang memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan.  Sajian 
data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis 
matrik, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel 
sebagai pendukung narasinya. 
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 
Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami apa 
arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan 
peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagi preposisi.
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Pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan dilakukan hampir bersamaan dan terus menerus dengan 
memanfaatkan waktu yang masih tersisa.
 
Untuk lebih jelasnya proses 
analisis data dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :
120
 
Gambar 2 
Proses Analisis Data (Interactive Model of Analysis) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Sejarah Singkat Kabupaten Magetan 
Pada tahun 1645 Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram 
wafat. Beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Amangkurat I 
yang menduduki tahta Kerajaan Mataram pada tahun 1646-1677, berbeda 
dengan mendiang ayahnya, Sultan Amangkurat I bersifat lemah terhadap 
VOC, bahkan mau bekerja sama dengan VOC sehingga menimbulkan rasa 
kecewa dari banyak pihak, terutama kaum ulama dan pemuka agama serta 
daerah-daerah manca negara. Hal tersebut menyebabkan banyak pihak 
yang memberontak. 
Pada saat kerajaan dalam keadaan kalut seperti ini seorang kerabat 
keraton Mataram bernama Basah Gondokusumo atau terkenal dengan 
sebutan Basah Bibit bersama seorang Patih Mataram bernama Nrang 
Kusumo dituduh bersatu dengan kaum oposisi dan kaum pemberontak 
yang menentang kebijakan Sultan Amangkurat I. Atas tuduhan itu Basah 
Gondokusumo dijatuhi hukuman pengasingan di Semarang di tempat 
kediaman kakeknya yakni Basah Suryoningrat, sedangkan Patih Nrang 
Kusumo meletakkan jabatannya sebagai patih kemudian bertapa di gunung 
Lawu sebelah timur. Beberapa waktu kemudian Basah Suryoningrat 
mengajak cucunya (Basah Gondokusumo) pergi menyingkir ke arah timur 
gunung Lawu. Beliau memilih tempat tersebut karena menerima kabar 
bahwa di sebelah timur gunung Lawu sedang dilakukan babat alas yang 
dipimpin oleh Ki Buyut Suro yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. 
Orang-orang itu sangat patuh dan rajin melaksanakan babat alas. Demikian 
juga Ki Buyut Suro dengan sabar mendampingi mereka yang bekerja 
penuh semangat. Babat alas itu dilaksanakan atas perintah Ki Ageng 
Mageti, Ki Ageng Mageti adalah seorang putra Magetan yang memiliki 
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banyak kelebihan. Beliau adalah sosok yang arif, bijaksana, berbudi luhur, 
berperilaku sholeh.  
Kemudian Basah Suryoningrat dan Basah Gondokusumo 
menjumpai Ki Buyut Suro yang sedang babat alas. Keduanya bermaksud 
meminta sebidang tanah untuk bermukim. Dikarenakan yang menguasai 
kawasan hutan ini adalah Ki Ageng Mageti, maka untuk memperoleh 
sebidang tanah ini Basah Suryoningrat dan Basah Gondokusumo diajak Ki 
Buyut Suro untuk bertemu dengan Ki Ageng Mageti di tempat kediaman 
beliau di daerah Gandong Kidul (Dukuh Gandong Selatan) tepatnya di 
sekitar alun-alun Magetan sekarang ini. 
Pertemuan antara Basah Suryoningrat dengan Ki Ageng Mageti 
dilanjutkan dengan perdebatan sengit terhadap suatu pertanyaan sandi 
yang diberikan oleh Ki Ageng Mageti kepada Basah Suryoningrat. Setelah 
ia dapat menjawab dengan tepat dan benar pertanyaan sandi keraton yang 
dilontarkan oleh Ki Ageng Mageti, akhirnya Ki Ageng Mageti yakin 
bahwa Basah Suryoningrat adalah bukan kerabat keraton biasa tetapi 
merupakan sesepuh kerajaan Mataram. Akhirnya beliau diberi sebidang 
tanah untuk bermukim, terletak di sebelah utara sungai Gandong tepatnya 
di Desa Tambran sebagai tempat yang aman dan tenteram untuk 
pengayoman para leluhur Mataram. Setelah mapan di tempat yang baru ini 
Basah Suryoningrat mengangkat cucunya yaitu Basah Gondokusumo 
menjadi penguasa di tempat baru dengan gelar “Yosonegoro” kemudian 
dikenal sebagai Bupati Yosonegoro, Bupati Magetan yang pertama kali 
pada tanggal 12 Oktober 1675, wilayah pemerintahan tersebut dinamakan 
Magetan, karena peristiwa terjadinya Kabupaten Magetan ini adalah atas 
pemberian tanah dari Ki Ageng Mageti maka daerah baru tersebut diberi 
nama Kota Mageti, mengalami penambahan “an” menjadi Magetian, 
akhirnya berubah nama menjadi Magetan sampai sekarang.
121
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2. Visi dan Misi Kabupaten Magetan 
a. Visi Kabupaten Magetan 
“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri 
dan bermartabat”. 
1) Sejahtera (secara hakiki) 
Masyarakat berkecukupan kebutuhan dasar (sandang, pangan, 
papan, pendidikan dan kesehatan ) serta didukung oleh kemampuan 
daya beli yang layak. 
2) Adil 
Kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat 
Magetan tanpa terkecuali, sesuai dengan ukuran dan tingkatan 
masing-masing. 
3) Mandiri 
Masyarakat dan pemerintah mampu mengatasi berbagai tantangan 
yang  dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan 
sendiri. 
4) Bermartabat 
Kesejahteraan yang diraih dari hasil kerja keras secara profesional, 
sebagai perwujudan masyarakat yang memiliki harga diri yang 
tinggi, dan memiliki moral terhormat. 
b. Misi Kabupaten Magetan 
1)  Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 
2) Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM 
yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah. 
3) Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program 
pengungkit dan optimalisasi pengembangan SDM serta 
pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan. 
4) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai 
guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. 
78 
 
5) Mewujudakan suasana aman dan damai, melalui penegakan, 
kepastian, dan perlindungan hukum. 
c. Visi dan Misi tersebut bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang 
dirumuskan dalam konsep "6 W" 
1) WAREG      :  Cukup sandang, pangan, dan papan. 
2) WARAS      : Sehat jasmani dan rohani. 
3) WASIS       :  Memiliki pendidikan layak. 
4) WUTUH      :  Keseimbangan pembangunan jasmani dan rohani. 
5) WIDODO    :  Keselamatan dunia dan akhirat. 
6) WASKITO   :  Berpandangan jauh kedepan. 
d. Selain Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan juga 
mencanangkan Program Prioritas yang dirangkum dalam konsep “ 
DITATA INDAH PLUS INSANI ” 
1) PENDIDIKAN 
2) PERTANIAN 
3) PARIWISATA 
4) INDUSTRI 
5) PERDAGANGAN 
6) KESEHATAN 
PLUS 
7) INFRASTRUKTUR 
8) PENGENTASAN KEMISKINAN 
e. Adapun pendekatan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten 
Magetan dirumuskan dalam konsep “SUKA DIHATI” 
1) SUBYEKTIVITAS RAKYAT 
Rakyat atau masyarakat tidak saja ditempatkan sebagai obyek 
pembangunan tetapi juga ditempatkan sebagai subyek 
pembangunan. 
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2) KAPASITAS PENGEMBANG 
Seluruh masyarakat mampu meningkatkan kapasitas serta 
kemampuannya di masa-masa yang akan datang sesuai bidang dan 
perannya masing-masing. 
3) DAYA  SAING MENINGKAT 
Mampu meningkatkan daya saing, baik menyangkut SDM maupun 
kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, sehingga bisa 
memberikan nilai tambah pada masyarakat. 
4) INVESTASI MENGALIR 
Masuknya investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi 
asing sangat diperlukan sebagai salah satu penggerak roda 
perekonomian daerah, sehingga laju perekonomian daerah dapat 
terus tumbuh. 
5) HASIL BERKUALITAS 
Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan mutlak diperlukan 
untuk merespon tantangan dan persaingan usaha yang kian gencar 
di pasar perdagangan. 
6) ALAM LINGKUNGAN LESTARI 
Konsep pembangunan berwawasan lingkungan dengan 
memanfaatkan SDA untuk keperluan pembangunan secara arif 
bijaksana dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 
7) TENAGA TERSERAP 
Pembangunan daerah tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga 
harus mampu menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
Magetan (ada penyerapan tenaga kerja). 
8) INCOME BERTAMBAH 
Pembangunan diharapkan mampu memberikan nilai tambah, 
sehingga income atau pendapatan masyarakat juga bertambah yang 
pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 122
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3. Kondisi Geografis, Geologis, Topologi, dan Hidrologi Kabupaten 
Magetan
 
 
a. Letak dan Kondisi Geografis 
Kabupaten Magetan terletak di kaki gunung Lawu sebelah timur 
yang membentang dari selatan ke utara, karena itu Kabupaten Magetan 
dikenal dengan sebutan GREEN BELT LAWU atau lingkar hijau 
Lawu. Ibukota Kabupaten Magetan terletak di Kelurahan/Kecamatan 
Magetan. Secara geografis, Magetan terletak di sekitar 7° 38' 30" 
lintang selatan dan 111° 20' 30" bujur timur dengan ketinggian antara 
660 s/d 1.660 meter di atas permukaan air laut. 
Kabupaten Magetan memiliki wilayah seluas 688,85 km2. 
Secara administratif terbagi dalam 18 kecamatan, 208 desa dan 27 
kelurahan (235 desa/kelurahan), 1.048 RW dan 4.710 RT. Batas 
wilayah administrasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 
1) Sebelah barat    :  Kabupaten Karanganyar (Provinsi Jawa 
Tengah) 
2) Sebelah Selatan  : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri 
(Provinsi Jawa Tengah) 
3) Sebelah Timur  :  Kabupaten Madiun 
4) Sebelah utara   :  Kabupaten Ngawi 
b. Topografi 
Topografi wilayah Kabupaten Magetan terbagi kedalam 
beberapa jenis wilayah berdasarkan tingkat kesuburan tanah (topologi), 
yaitu : 
1) Tipe wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur yaitu 
Kecamatan Plaosan. 
2) Tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang yaitu Kecamatan 
Panekan, dan Kecamatan Poncol Bagian Barat. 
3) Tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis) yaitu 
Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol 
bagian Timur, dan Kecamatan Kawedanan Bagian Selatan. 
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4) Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur yaitu 
Kecamatan Barat dan Kecamatan Takeran. 
5) Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang yaitu 
Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan 
Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan dan sebagian Kecamatan 
Sukomoro. 
6) Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur 
yaitu sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan 
Sukomoro. 
c. Kondisi Geologi 
Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan terbentuk dari hasil 
gunung api kuarter muda yang terdiri dari lereccia, tuff, dan lakiri. 
Secara morfogenesis perbukitan di Kabupaten Magetan dipengaruhi 
oleh struktur lipatan, sesar, dan sifat litologi yaitu : 
1) Bagian Barat Laut yang ditempati Gunung Lawu termasuk dalam 
jalur gunung api kuarter yang masih giat. 
2) Bagian Selatan termasuk dalam jalur Pegunungan Selatan. 
Perbukitan di utara sungai Tirtomoyo merupakan perbukitan 
lipatan berarah Timur Laut-Barat Daya. 
3) Perbukitan tinggi di sisi selatan sungai Tirtomoyo selain terlipat 
juga tersesarkan. 
d. Kondisi Hidrologi 
Kebutuhan air Kabupaten Magetan dipenuhi oleh sumber-
sumber air, yakni : 
1) Terdapat 8 Sungai dengan sungai terbesar adalah Kali Gandong. 
2) Terdapat 2 Telaga yaitu, Telaga Sarangan seluas 30 Ha dan Telaga 
Wahyu seluas 10 Ha. 
3) Mata air alami sebanyak 197 titik. 
4) Waduk/embung sebanyak 5 buah. 
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5) Air tanah (baik air tanah dangkal maupun dalam) serta sumber lain-
lain.
 123
 
Untuk lebih memperjelas kondisi geografis Kabupaten Magetan, 
berikut adalah peta Kabupaten Magetan. 
 
Sumber : Arsip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 
Gambar 3 
Peta Kabupaten Magetan 
 
4. Kondisi Demografi Kabupaten Magetan 
Jumlah penduduk di Kabupaten Magetan pada akhir tahun 2012 
sebesar 694.531 jiwa yang terdiri dari 336.215 laki-laki dan 358.316 
perempuan. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk usia produktif (15-
16 tahun) adalah sebesar 66,41%, penduduk usia muda (0-14 tahun) 
sebesar 21,96%, dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar 11,63%. 
Sebagai wilayah agraris, penduduk Kabupaten Magetan sebagian 
besar berprofesi sebagai petani dengan persentase 63,29%. 
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Berkembangnya kepariwisataan di Kabupaten Magetan turut membuka 
pekerjaan di bidang jasa perdagangan, hotel, dan rumah makan dengan 
persentase penduduk yang bekerja di sektor tersebut sebesar 14,05%. 
Sementara itu, persentase terbesar ketiga adalah pekerjaan di bidang jasa 
kemasyarakatn sebesar 9,40%. Sisanya sebesar 13,26% bekerja di bidang 
lain yang meliputi industri, konstruksi, Pegawai Negeri Sipil, usaha 
pertambangan, dan lain-lain. 
Secara ekonomi, setiap 100 penduduk produktif menanggung 50-
51 penduduk non produktif dengan rasio depedensi 50,58%. Hal ini 
dimungkinkan karena masih terdapat pengangguran terbuka sebesar 
3,86%, meskipun angka kesempatan kerja cukup tinggi yaitu 96,14%, 
yang artinya antara 96-97 orang bisa diterima bekerja dari setiap 100 
lowongan pekerjaan yang ada. Upah Minimum Kabupaten (UMK) 
Magetan pada tahun 2016 dipatok di angka Rp.1.238.000,- 
Ditinjau dari tingkat pendidikan, lulusan SD/sederajat masih 
mendominasi dengan persentase 41%. Lulusan SMP/sederajat sebesar 
17% dan lulusan SMA/sederajat sebesar 21%. Jumlah lulusan diploma dan 
Sarjana Strata 1 sebesar 4% sedangkan Strata 2 sebesar 0,1%. Penduduk 
dengan gelar Strata 3 sebesar 0,001%, yang berarti ada 1 orang dengan 
gelar S3 setiap 10.000 orang penduduk. 
Secara umum, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten 
Magetan adalah 0,07% dengan tingkat kepadatan penduduk 1.008 per 
Km2 . Menurut data terakhir, jumlah rumah tangga tercatat sebesar 
173.778 dengan angka kelahiran tercatat sebesar 6.289 orang dan angka 
kematian tercatat 4.811 orang.
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5. Kondisi Sosial 
Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2015 
menunjukkan bahwa jumlah TK sebanyak 403 lembaga dengan jumlah 
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  Kondisi demografi Kabupaten Magetan, dalam http://www.magetankab.go.id/detail/91/ 
demografi, diakses pada 28 September 2016, Jam 11.59 WIB. 
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murid 12.684 siswa, dengan rasio murid-sekolah 31. Jumlah SD dan 
sederajat ada 496 lembaga, mempunyai murid 43.226 siswa dengan rasio 
murid-sekolah 87. Jumlah murid SMP dan sederajat sebanyak 20.111 
siswa, yang tersebar di 54 sekolah dengan rasio murid-sekolah 372. 
Jumlah murid SMU/SMK 19.392 siswa yang tersebar di 50 sekolah, 
dengan rasio murid sekolah 389.  
Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan menunjukkan ada 
beberapa sarana kesehatan yang jumlahnya meningkat pada tahun 2015, 
antara lain praktik dokter dari 80 menjadi 120, praktik bidan dari 102 
menjadi 261, apotik dari 38 menjadi 42, dan Posyandu dari 1.164 menjadi 
1.168.
 125
 
 
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 
a. Sejarah Singkat 
Semenjak dilaksanakannya otonomi daerah, maka terjadi 
penggantian nama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 
Semula bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Magetan, maka berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 
4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 
2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 
2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 
Nomor 27) nama tersebut diatas berubah menjadi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan, sedangkan unsur kebudayaan menjadi dinas 
tersendiri dengan nama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan 
Olahraga.  
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  BAPPEDA Kab. Magetan, Op. Cit, hlm. 54-59. 
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b. Visi dan Misi 
Berdasarkan visi di dalam RPJMD Kabupaten Magetan maka 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan merumuskan visinya sebagai 
berikut : 
“Terwujudnya masyarakat Magetan yang beriman dan bertaqwa, 
berbudi luhur, cerdas, terampil dan kompetitif”. 
Selanjutnya misi untuk mendukung tercapainya visi sebagai 
berikut : 
1) Mewujudkan peningkatan kualitas gedung dan sarana prasarana 
sekolah, serta infrastruktur penunjang pendidikan. 
2) Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pendidikan yang 
berorientasi pada pembentukan akhlak mulia dan budi pekeri luhur. 
3) Mewujudkan peningkatan kualitas perpustakaan sebagai sumber 
belajar di semua jenjang pendidikan. 
4) Mewujudkan peningkatan pembinaan kualitas dan kompetensi guru 
guna peningkatan kesejahteraan. 
5) Mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. 
6) Mewujudkan program pemberian beasiswa pada semua jenjang 
pendidikan. 
c. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 
Alamat kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan adalah 
terletak di Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan. Dinas Pendidikan 
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan desiderata otonomi dan tugas 
pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh 
Bupati. Adapun fungsinya adalah : 
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; 
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2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pendidikan; 
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; 
4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
d. Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 
2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 
2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 
Nomor 27) susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 
terdiri dari : 
1) Kepala Dinas; 
2) Sekretariat; 
3) Bidang Pendidikan TK dan SD; 
4) Bidang Pendidikan Menengah; 
5) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; 
6) Bidang Ketenagaan; 
7) Kelompok Jabatan Fungsional. 
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaannya 
sehari-hari dibantu oleh : 
1) Sekretariat Dinas, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 
membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kemudian Sub 
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Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pelaporan. 
2) Bidang Pendidikan TK dan SD, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang Pendidikan TK dan SD, yang membawahi : 
a) Seksi Kurikulum; 
b) Seksi Sarana Pendidikan; dan 
c) Seksi Pengelolaan Sekolah. 
3) Bidang Pendidikan Menengah, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang Pendidikan Menengah, yang membawahi: 
a) Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kesiswaan; 
b) Seksi Sarana dan Prasarana; dan 
c) Seksi Pengelolaan Sekolah. 
4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan : 
a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 
b) Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan 
c) Seksi Pengembangan Masyarakat. 
5) Bidang Ketenagaan, yang membawahi : 
a) Seksi Ketenagaan Pendidikan TK dan SD; 
b) Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar 
Sekolah; dan 
c) Seksi Pengembangan. 
Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4 
Struktur Orgasisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan  
Kabupaten Magetan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2016
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  Dindik Magetan, Selayang Pandang Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Dindik 
Magetan, Magetan, 2016, hlm. 4-11. 
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e. Data Mutasi dan Kebutuhan Guru Kabupaten Magetan 
Kebijakan yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan untuk mengisi kekurangan kebutuhan guru adalah dengan 
melakukan mutasi secara bertahap. Kebijakan mutasi tersebut 
merupakan bentuk implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan 
Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan 
Guru Pegawai Negeri Sipil. Berikut ini adalah data kebutuhan 
kekurangan guru, data tentang jumlah sekolah, murid, guru, ruang 
kelas serta rasio guru : murid TK, SD, SMP, SMA/SMK serta 
rekapitulasi pergerakan mutasi guru PNS di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan. 
Tabel 1 
Kebutuhan Guru SDN dan SMPN Kabupaten Magetan Tahun 2012-2015 
 
JENIS GURU 
TAHUN 
 
2012 2013 2014 2015 
Agama 39 7 6 8 
Penjaskes 81 6 7 10 
Guru Kelas 460 423 381 358 
PKN 25 5 6 7 
Bahasa Indonesia 93 12 15 14 
Bahasa Inggris 71 11 10 11 
Matematika 42 5 5 11 
IPA 9 2 6 7 
IPS 9 1 1 2 
Seni Budaya 45 6 6 7 
TIK 94 5 5 6 
Mulok 273 3 3 2 
BK 128 12 16 10 
Fisika 8 3 4 4 
Biologi 15 10 7 8 
Kimia 23 8 5 7 
Sejarah 11 2 2 4 
Geografi 2 2 5 1 
Sumber :  Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2015 (diolah) 
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Tabel 2 
Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak 2015/2016 di lingkungan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 
 
Sumber : Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2016 (diolah) 
 
No Kecamatan 
Jumlah 
Sekolah 
Ruang 
Belajar 
Jumlah 
Kelas 
Jumlah 
Murid 
Jumlah 
Guru 
Rasio 
Guru:Murid 
1 Poncol 22 24 34 478 42 11 
2 Parang 24 36 30 544 54 10 
3 Lembeyan 42 64 100 1.194 94 13 
4 Takeran  16 39 71 696 67 10 
5 Nguntoronadi 9 14 12 253 45 6 
6 Kawedanan 26 52 46 1.040 78 13 
7 Magetan 32 97 164 1.334 137 10 
8 Ngariboyo 21 184 39 625 52 12 
9 Plaosan 31 62 88 1.000 87 11 
10 Sidorejo 16 18 35 453 67 7 
11 Panekan 30 49 58 880 72 12 
12 Sukomoro 20 37 19 578 89 6 
13 Bendo 25 31 40 623 41 15 
14 Maospati 24 131 50 1.021 99 10 
15 Karangrejo 16 28 26 474 56 8 
16 Karas 18 30 32 447 39 11 
17 Barat 17 42 28 723 58 12 
18 Kartoharjo 14 21 18 321 36 9 
Jumlah 403 959 890 12.684 1.213 10 
2014/2015 387 1.275 710 11.449 1.278 9 
2013/2014 391 1.185 755 11.738 1.121 10 
2012/2013 447 830 792 13.450 1.256 11 
2011/2012 383 620 673 10.911 997 11 
91 
 
Tabel 3 
Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar 2015/2016 di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan 
 
Sumber : Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2016 (diolah) 
 
No Kecamatan 
Jumlah 
Sekolah 
Ruang 
Belajar 
Jumlah 
Kelas 
Jumlah 
Murid 
Jumlah 
Guru 
Rasio 
Guru:Murid 
1 Poncol 24 141 147 1.664 115 14 
2 Parang 37 222 229 2.423 104 23 
3 Lembeyan 31 183 182 1.954 172 11 
4 Takeran  25 147 154 1.465 146 10 
5 Nguntoronadi 16 96 103 1.064 71 15 
6 Kawedanan 31 189 188 3.438 197 17 
7 Magetan 35 266 271 4.867 301 16 
8 Ngariboyo 26 153 157 2.186 161 14 
9 Plaosan 40 240 239 3.783 223 17 
10 Sidorejo 20 118 123 1.652 82 20 
11 Panekan 38 228 229 3.192 225 14 
12 Sukomoro 27 162 163 2.078 171 12 
13 Bendo 31 182 203 2.335 185 13 
14 Maospati 33 201 210 3.586 212 17 
15 Karangrejo 19 122 129 1.954 94 21 
16 Karas 20 120 123 1.874 103 19 
17 Barat 23 143 151 2.307 93 25 
18 Kartoharjo 20 120 126 1.404 87 16 
Jumlah 496 3.033 3.127 43.226 2.742 16 
2014/2015 495 3.092 2.977 45.897 2.911 16 
2013/2014 498 3.106 7.167 44.954 3.129 14 
2012/2013 502 3.220 4.955 46.428 3.545 13 
2011/2012 501 3.177 3.108 48.340 3.677 13 
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Tabel 4 
Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama 2015/2016 di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 
 
Sumber : Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2016 (diolah) 
 
No Kecamatan 
Jumlah 
Sekolah 
Ruang 
Belajar 
Jumlah 
Kelas 
Jumlah 
Murid 
Jumlah 
Guru 
Rasio 
Guru:Murid 
1 Poncol 3 26 30 759 85 9 
2 Parang 4 68 57 1.296 101 13 
3 Lembeyan 3 34 29 571 92 6 
4 Takeran  2 29 22 417 67 6 
5 Nguntoronadi 1 24 24 507 71 7 
6 Kawedanan 4 90 72 1.754 182 10 
7 Magetan 7 123 125 3.602 278 13 
8 Ngariboyo 2 35 32 758 81 9 
9 Plaosan 4 61 55 1.384 156 9 
10 Sidorejo 2 27 24 475 75 6 
11 Panekan 4 49 47 940 99 9 
12 Sukomoro 2 45 31 690 91 8 
13 Bendo 2 36 36 738 79 9 
14 Maospati 5 99 87 2.294 189 12 
15 Karangrejo 3 50 52 1.449 132 11 
16 Karas 3 33 33 767 99 8 
17 Barat 2 52 51 1.385 131 11 
18 Kartoharjo 1 20 16 325 67 5 
Jumlah 54 901 823 20.111 2.075 10 
2014/2015 54 801 830 22.615 2.270 10 
2013/2014 54 907 919 20.423 2.580 8 
2012/2013 53 797 863 20.339 2.571 8 
2011/2012 55 790 779 20.918 2.635 8 
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Tabel 5 
Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan 2015/2016 
di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 
 
Sumber : Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2016 (diolah) 
No Kecamatan 
Jumlah 
Sekolah 
Ruang 
Belajar 
Jumlah 
Kelas 
Jumlah 
Murid 
Jumlah 
Guru 
Rasio 
Guru:Murid 
1 Poncol 3 47 18 394 48 8 
2 Parang 2 30 24 532 61 9 
3 Lembeyan 2 9 9 171 30 6 
4 Takeran  3 57 53 1462 145 10 
5 Nguntoronadi - - - - - - 
6 Kawedanan 6 71 65 1813 189 10 
7 Magetan 14 249 248 7184 665 11 
8 Ngariboyo 3 27 24 440 42 10 
9 Plaosan 1 20 12 242 29 8 
10 Sidorejo 1 29 27 891 60 15 
11 Panekan 1 3 6 51 7 7 
12 Sukomoro 2 24 21 445 52 9 
13 Bendo 1 54 53 1805 147 12 
14 Maospati 7 99 82 1792 251 7 
15 Karangrejo - - - - - - 
16 Karas 2 26 26 661 67 10 
17 Barat 1 24 24 771 81 10 
18 Kartoharjo 1 26 25 738 65 11 
Jumlah 50 795 717 19.392 1.939 10 
2014/2015 43 634 509 22.923 2.163 11 
2013/2014 43 713 709 19.128 2.207 9 
2012/2013 43 634 745 18.859 2.284 8 
2011/2012 43 560 636 18.535 2.373 8 
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Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 diperoleh data tentang rasio 
perbandingan guru : murid di masing-masing tingkatan pendidikan di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sebagai berikut : 
Tabel 6 
Rasio Perbandingan Guru : Murid Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan 
Kab. Magetan Tahun 2013-2018 Sesuai Tingkat Pendidikan 
 
Nomor Tingkatan Rasio Guru : Murid 
1 Taman Kanak-Kanak 1 : 14 
2 Sekolah Dasar 1 : 10 
3 Sekolah Menengah Pertama 1 : 13 
4 Sekolah Menengah Atas / Kejuruan 1 : 12 
Sumber : Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2016 (diolah) 
Berdasarkan data diatas dan dibandingkan dengan data tentang 
jumlah sekolah, murid, guru, ruang kelas serta rasio guru : murid TK, 
SD, SMP, SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan dapat diketahui bahwa terjadi kelebihan guru pada tingkatan 
TK, SMP, SMA/SMK sedangkan pada tingkatan SD masih terdapat 
kekurangan guru. 
Tabel 7 
Mutasi Guru Berdasarkan Jenis Mutasi Tahun 2012-2015 
 
Nomor Jenis Mutasi Jumlah 
1 Antar Satuan Pendidikan 197 
2 Antar Jenjang  89 
3 Antar Jenis Pendidikan 69 
Jumlah 355 
Sumber :  Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2015 (diolah) 
Untuk melihat pergerakan mutasi guru PNS yang terjadi antar 
kecamatan di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 8 
Mutasi Guru Antar Kecamatan  
di Kabupaten Magetan Tahun 2012-2015 
 
Nomor Kecamatan 
Jumlah Guru 
Masuk 
Jumlah Guru 
Keluar 
1 Poncol 29 9 
2 Parang 12 30 
3 Lembeyan 25 8 
4 Takeran  22 11 
5 Nguntoronadi 41 9 
6 Kawedanan 8 41 
7 Magetan 29 7 
8 Ngariboyo 23 2 
9 Plaosan 21 16 
10 Sidorejo 49 3 
11 Panekan 18 16 
12 Sukomoro 7 39 
13 Bendo 6 34 
14 Maospati 9 48 
15 Karangrejo 6 12 
16 Karas 4 40 
17 Barat 23 16 
18 Kartoharjo 23 14 
Jumlah 355 355 
Sumber :  Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2015 
(diolah) 
Mutasi guru PNS yang dilakukan secara bertahap di lingkungan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan adalah dalam rangka menjawab 
permasalahan kekurangan kebutuhan guru yang ada di Kabupaten 
Magetan tanpa melakukan rekrutmen pegawai baru. Berdasarkan hasil 
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penelitian salah satu penyebab Pemerintah Kabupaten Magetan tidak 
bisa melakukan rekrutmen pegawai baru adalah tingginya prosentase 
beban belanja pegawai jika dibandingkan dengan APBD Kabupaten 
Magetan sesuai tabel berikut :  
 
Tabel 9 
Beban Belanja Pegawai Sesuai APBD Kabupaten Magetan Tahun 2012-2016 
 
No Tahun Total APBD Belanja Pegawai Prosentase 
1 2012 1.036.618.679.209 656.988.265.135 63,3 % 
2 2013 1.190.679.027.900 747.568.984.318 62,7 % 
3 2014 1.403.496.525.571 815.864.580.806 58,1 % 
4 2015 1.591.866.079.022 927.227.851.150 58,2 % 
5 2016 1.857.999.643.237 1.013.645.660.503 54,5 % 
Sumber : Arsip Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 
2016 (diolah) 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa kendala 
yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan mutasi secara bertahap 
yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan untuk 
memenuhi kebutuhan kekurangan guru yang ada di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan antara lain : 
1) Sesuai dengan tabel 1, 2, 3, 4, 5 diketahui bahwa di lingkungan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan masih mengalami 
kekurangan dan kelebihan guru di masing-masing satuan 
pendidikan. Kelebihan guru terjadi pada tingkatan pendidikan TK, 
SMP, SMA sedangkan kekurangan guru terjadi pada tingkatan SD. 
Menanggapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Magetan melalui 
Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah melakukan 
redistribusi guru secara bertahap. Namun pelaksanaan kebijakan 
mutasi secara bertahap tersebut belum mampu menjawab 
sepenuhnya atas permasalahan yang terjadi, hal ini nampak pada 
data sesuai tabel 3, 7, 8 dimana rasio perbandingan guru dan murid 
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pada tingkatan SD masih tinggi yaitu 1: 16 dimana sesuai dengan 
data pada tabel 6 standar rasio perbandingan guru : murid pada 
tingkat SD sebesar 1 : 10. 
2) Kendala berikutnya sesuai dengan data pada tabel 9 menunjukkan 
bahwa beban belanja pegawai yang harus dikeluarkan Pemerintah 
Kabupaten Magetan sangat tinggi lebih dari 50 %. Terkait dengan 
hal tersebut menyebabkan proses rekrutmen pegawai baru menjadi 
terganggu, padahal Kabupaten Magetan masih membutuhkan 
pegawai baru khususnya di bidang pendidikan. 
3) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 
beberapa guru maupun pejabat terkait pemangku kepentingan 
menunjukkan hasil berupa pernyataan yang secara eksplisit dapat 
dimaknai masih adanya praktik-praktik penyelewengan jabatan dan 
usaha-usaha yang bertentangan dengan hukum terkait kebijakan 
mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 
Budaya atau kultur hukum yang tumbuh dan berkembang di 
wilayah Kabupaten Magetan dirasa masih jauh dari kata baik, 
masih terdapat guru maupun pejabat berwenang yang mempunyai 
pola pikir bahwa hukum bisa dipermainkan dengan berbagai 
macam cara. Kebijakan mutasi dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan kekurangan guru bagi sebagian pihak dianggap hal yang 
merugikan sehingga mereka melakukan cara-cara yang tidak bisa 
dibenarkan secara hukum demi meraih ataupun mengakomodir 
kepentingannya melalui praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. 
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B. Pembahasan 
1. Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Terhadap 
Kebijakan Mutasi Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan 
Seperti yang dijelaskan dalam kajian teori pada bab sebelumnya 
bahwa pengertian kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang 
dilakukan pemerintah berdasarkan keputusan yang sudah dibuat untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan nilai-nilai dan praktik-
praktik yang terarah. Berdasarkan keterangan tersebut maka kebijakan 
publik dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 
pemerintah Kabupaten Magetan khususnya lingkungan Dinas Pendidikan 
untuk memenuhi kebutuhan kekurangan guru di seluruh satuan pendidikan 
di Kabupaten Magetan.  
Kondisi keuangan daerah Kabupaten Magetan yang terbebani oleh 
belanja pegawai membuat pemerintah Kabupaten Magetan tidak dapat 
melakukan rekrutmen pegawai baru dalam jumlah besar. Padahal 
kebutuhan guru terutama pada tingkatan SD di daerah pinggiran 
Kabupaten Magetan masih sangat kurang sehingga masih dibutuhkan lebih 
dari 350 orang guru. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Magetan 
melakukan mutasi guru secara bertahap. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah 
Kabupaten Magetan berhak untuk mengatur guru PNS yang ada di 
wilayahnya.  
Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan 
dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dan dikeluarkan 
untuk mengatasi kekurangan kebutuhan guru serta menata dan 
memeratakan guru pada seluruh satuan pendidikan. Dengan peraturan 
bersama ini pemerintah Kabupaten Magetan diberi tanggung jawab dan 
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wewenang untuk menata dan memeratakan guru pada satuan pendidikan 
yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Namun pada 
kenyataan di lapangan, sering terjadi permasalahan yang timbul dalam 
proses penataan dan pemerataan guru ini, sehingga tidak sedikit guru yang 
merasa dirugikan atau diperlakukan dengan tidak adil.  
Untuk membahas kasus di atas, maka kiranya perlu dikaji dengan 
teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. 
Sebagaimana telah ditulis Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warasih 
bahwa untuk penerapan sistem hukum harus secara lengkap berdasar teori 
sistem hukum sebagai suatu proses, dalam hal ini ada tiga komponen 
antara lain : 
1) Struktur Hukum (Legal Structure), yang mencakup institusi-institusi 
penegak hukum termasuk penegak hukumnya; 
2) Substansi Hukum (Legal Substance),  mencakup aturan-aturan hukum 
baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk pola perilaku nyata 
manusia yang termasuk dalam suatu sistem, bisa juga berupa produk 
yang dihasilkan oleh orang yang berada pada suatu sistem hukum, 
mencakup keputusan yang mereka ambil; dan 
3) Kultur Hukum (Legal Culture), mencakup sikap manusia terhadap 
hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta 
harapannya.
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a. Komponen Struktur Hukum (Legal Structure) 
Secara struktur hukum (legal structure) berdasarkan Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Bupati sebagai Pejabat 
Pembina Kepegawaian (PPK) berhak untuk mengelola sumber daya 
manusia yang berada di wilayahnya. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
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  Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 30. 
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Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka 
pemerintah Kabupaten Magetan berhak untuk mengatur guru PNS 
yang ada di wilayahnya. Dalam pelaksanaan mutasi guru dapat diatur 
menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati maupun Surat Perintah 
(SP) Kepala Badan Kepegawaian Daerah.  
Pasal 55 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa “Manajemen PNS pada 
Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Mutasi dalam hal ini 
merupakan salah satu tindakan manajemen PNS sesuai dengan Pasal 
55 ayat 1 peraturan yang sama. Oleh karena itu mutasi dibolehkan. 
Namun sekalipun dibolehkan, bukan berarti bahwa mutasi hanya 
memperhatikan aturan hukum semata, melainkan harus senantiasa 
sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum atau undang-undang itu 
sendiri. Dengan demikian, mutasi yang dibolehkan atau sah secara 
hukum adalah mutasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tujuan 
hukum serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
Untuk mengetahui wewenang secara terstruktur proses 
pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS ini telah diatur 
berdasarkan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 diatur 
tentang Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru sebagai berikut : 
1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi 
teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan 
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara 
nasional. 
2) Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan 
memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, 
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk penataan dan 
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 
antarjenis pendidikan antar provinsi, antar kabupaten/kota pada 
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provinsi yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan 
Kepegawaian Negara (BKN). 
3) Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri 
Agama dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di 
daerah provinsi dan kabupaten/kota. 
4) Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan 
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis 
pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 
5) Menteri Dalam Negeri: 
a) mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan 
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, 
dan antarjenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis 
yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional; 
b) memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan 
menjadi bagian penilaian kinerja pemerintah daerah. 
6) Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan 
sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional 
melalui aspek pendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan negara. 
7) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi mendukung penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan 
melalui penetapan formasi guru PNS. 
8) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 
membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS 
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan 
yang menjadi tanggung jawab masing-masing. 
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Proses pelaksanaan mutasi dalam penelitian ini adalah 
kebijakan publik yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi 
kekurangan kebutuhan guru di Kabupaten Magetan. Adapun 
pelaksanaannya dimulai dari rapat koordinasi pada lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan. Secara struktur hukum dimana aparat 
penegak hukum kebijakan publik dalam masalah ini dimulai dari 
Kepala Sekolah (satuan pendidikan) yang menyampaikan kekurangan 
maupun kelebihan guru yang ada di lingkungan kerjanya. Data 
kebutuhan guru tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala UPT 
Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan. Setelah data terkumpul secara 
lengkap maka dilakukan rapat koordinasi di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan. Hasil rapat koordinasi ini disampaikan kepada 
Badan Kepegawaian Daerah (selanjutnya disebut BKD) Kabupaten 
Magetan. Kemudian oleh BKD diterbitkan Surat Perintah (SP) Kepala 
BKD dan diperkuat dengan SK Bupati Magetan. 
Dengan demikian secara struktur hukum pelaksanaan kebijakan 
melakukan mutasi dalam rangka pemerataan guru PNS sudah sesuai 
dengan peraturan yang diberlakukan pemerintah pusat. Dimana Bupati 
Magetan sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan, 
penataan, dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar 
jenjang, dan antar jenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab 
masing-masing. Kebijakan ini selain digunakan untuk memeratakan 
kebutuhan guru, juga untuk mengurangi beban keuangan daerah karena 
pemerintah Kabupaten Magetan tidak dapat melakukan rekrutmen guru 
baru secara besar-besaran. Berdasar pada Peraturan Bersama Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 
02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, 800-632 Tahun 2011, dan 
141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil. Dimana pada peraturan bersama tiga menteri 
tersebut disebutkan Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja 
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pegawai di bawah/kurang dari 50% dari total Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai 
yang melaksanakan tugas sebagai : 
1) Tenaga Pendidik. 
2) Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat. 
3) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak. 
Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut di atas, dengan 
demikian Kabupaten Magetan yang belanja pegawainya di atas 50% 
APBD tentu tidak dapat melakukan rekrutmen guru dalam jumlah 
besar. Meskipun guru merupakan pegawai yang menjadi prioritas 
dalam rekrutmen CPNS. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Magetan 
ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh mantan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Yuddy Chrisnandi : 
“Pemerintah mengambil kebijakan bahwa moratorium 
penerimaan CPNS terus dilanjutkan. Pemerintah belum 
merencanakan pengadaan ASN, baik dari jalur P3K maupun jalur 
umum. Meski begitu, moratorium ini bersifat terbatas. Sebab 
pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus 
untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum, dan 
sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan 
untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak 
hukum, kebijakan moratorium ini dibuat karena tuntutan Undang 
Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan 
adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih 
berkualitas dan profesional. Di sisi lain, situasi anggaran 
pemerintah saat ini masih terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah 
saat ini perlu rehat dulu dalam penerimaan pegawai. Kita juga 
harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan 
kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau 
tidak. Kita lakukan moratorium. Sehingga kita bisa rehat dan 
melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa“, kata 
Yuddy.
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  KemenpanRB, Moratorium CPNS Terbatas, terdapat dalam http://www.menpan.go.id/ 
berita-terkini/ 4284-moratorium-cpns-terbatas, diakses pada 3 Oktober 2016, Jam 09.50 WIB. 
 
104 
 
Secara struktur hukum seperti yang dijelaskan di atas, 
kebijakan mutasi guru PNS yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Magetan sudah sah sesuai dengan undang-undang dan 
peraturan pemerintah yang berlaku. Dikarenakan otoritas yang dimiliki 
Bupati dalam memutasi pegawai yang ada diwilayahnya demi 
kepentingan pemerintahan daerah dan masyarakat. Bukan karena 
kepentingan pribadi, golongan, pihak tertentu bahkan berbau Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut KKN). Mutasi yang 
dilakukan berdasarkan “kepentingan” atau KKN sudah barang tentu 
menyalahi hukum. Oleh karena itu, mutasi yang demikian adalah 
“tidak sah” secara hukum. Dengan demikian, mutasi tersebut dianggap 
tidak pernah ada sekalipun untuk itu dibutuhkan rangkaian proses dan 
putusan yang bersifat final dan mengikat. Jadi, mutasi sebagai salah 
satu otoritas Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah hanya “sah” 
apabila dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah atau 
masyarakat. Ketika Bupati mendelegasikan wewenang kepada pejabat 
daerah terkait untuk melaksanakan kebijakan melakukan mutasi guru 
khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan memang berdasarkan 
kebutuhan dengan skala prioritas yang tepat. Diharapkan guru yang 
dimutasi dapat mengerti dan menerima pelaksanaan kebijakan mutasi 
ini sebagai upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memenuhi 
kekurangan kebutuhan tenaga pendidik pada seluruh satuan pendidikan 
di Kabupaten Magetan. 
Mengenai proses pelaksanaan mutasi guru PNS ini sudah 
sesuai dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat 
hasil wawancara dengan Suko Winardi, kepala BKD Kabupaten 
Magetan yang menyatakan bahwa : 
“Pemerintah Kabupaten Magetan saat ini memang masih 
membutuhkan lebih dari 350 guru SD. Sementara guru SMP dan 
SMA jumlahnya berlebih. Sehingga harus dilakukan mutasi, 
karena Pemkab tidak bisa mengangkat guru baru dalam jumlah 
yang banyak. Jadi kebijakan mutasi ini bukan hukuman bagi guru 
yang bersangkutan namun memang karena diperlukan untuk 
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memenuhi kebutuhan guru pada sekolah-sekolah yang masih 
kekurangan tenaga pendidik. Tapi jika dalam pelaksanaan mutasi 
ini ada guru yang merasa diperlakukan tidak adil, tentu hal ini 
perlu dikroscek permasalahannya, karena melakukan mutasi 
dengan jumlah yang tidak sedikit seperti sekarang ini ada 
kemungkinan terjadi kesalahan data di lapangan dan itu masih 
bisa diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku”.129 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
tujuan pelaksanaan mutasi guru PNS yang dilakukan secara bertahap di 
Kabupaten Magetan saat ini adalah demi terpenuhinya kebutuhan guru 
pada satuan pendidikan yang masih kekurangan tenaga pendidik agar 
layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat tetap berjalan 
dengan lancar dan baik. Dengan demikian secara hukum, kebijakan 
publik yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah Kabupaten 
Magetan sudah tepat.  
Menanggapi permasalahan mutasi guru di Kabupaten Magetan 
ini, hasil wawancara dengan Djoko Santoso, Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan menyatakan bahwa : 
“Kebutuhan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan memang belum dapat terpenuhi. Sebab masih banyak 
SD di daerah pinggiran yang kekurangan guru. Sementara jumlah 
guru TK, SMP dan SMA ada kelebihan. Oleh karena itu mutasi 
juga dilakukan antar jenjang dan jenis pendidikan. Bukan hanya 
antar satuan pendidikan saja. Namun pelaksanaannya tentu akan 
ada hambatan, karena guru yang biasanya mengajar di SMP 
menjadi guru SD. Atau guru yang biasanya ngajar Matematika 
saja jadi guru kelas yang harus ngajar seluruh mata pelajaran. 
Kami akan terus berkoordinasi dengan sekolah dan UPTD 
Pendidikan Kecamatan untuk melakukan pembinaan guru yang 
dimutasi ini dan akan terus memantau perkembangannya”.130  
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah 
Kabupaten Magetan khususnya Dinas Pendidikan selalu melakukan 
koordinasi dengan satuan pendidikan di lingkungan kerjanya dalam 
melaksanakan mutasi guru PNS ini. Hal ini dilakukan agar 
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 Wawancara dengan Suko Winardi, kepala BKD Kabupaten Magetan pada tanggal 10 
Oktober 2016. 
130
  Wawancara dengan Djoko Santoso, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan pada 
tanggal 6 Oktober 2016. 
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pelaksanaan mutasi dapat berjalan dengan baik sehingga kebutuhan 
kekurangan guru terpenuhi dan guru yang dimutasi juga tidak merasa 
”dihukum”. Meskipun seorang guru sudah disumpah terutama soal 
penempatan dinas, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa mutasi 
ke daerah atas atau daerah pinggiran adalah sebagai bentuk hukuman 
serta pembuangan. Oleh karena itu kebijakan mutasi apalagi dalam 
jumlah yang besar harus benar-benar dilakukan dan dilaksanakan 
secara adil tanpa membedakan kedekatan guru yang dimutasi dengan 
pejabat yang berwenang. 
Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori sistem 
hukum khususnya komponen struktur hukum dapat diketahui bahwa 
implementasi atau pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri 
Tahun 2011 telah berjalan dengan baik dan bisa dikatakan sesuai 
dengan tujuan dari dikeluarkannya aturan tersebut. Indikator atau bukti 
dari diterapkannya aturan tersebut adalah dengan adanya kebijakan 
mutasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan guru terutama di 
sekolah-sekolah di pinggiran Kabupaten Magetan. Namun dalam 
pelaksanaan mutasi secara bertahap tersebut masih terdapat 
kekurangan, yaitu masih terdapat sekolah-sekolah yang kekurangan 
tenaga pendidik atau guru sesuai dengan daftar tabel kekurangan guru 
SDN dan SMPN di Kabupaten Magetan tersebut diatas. Berdasarkan 
kekurangan diatas Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan selalu 
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dinas terkait untuk selalu 
berbenah dan melakukan kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan 
kekurangan guru di seluruh satuan pendidikan di bawah naungan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan pendidikan sesuai dengan tujuan Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil. 
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b. Komponen Substansi Hukum (Legal Substance) 
Substansi hukum (Legal Substance) meliputi aturan-aturan 
hukum maupun produk hukum dan kebijakan yang diambil. Kebijakan 
untuk memenuhi kekurangan kebutuhan guru di wilayah Kabupaten 
Magetan tanpa melakukan rekrutmen guru baru ataupun dengan 
jumlah perekrutan yang terbatas (sedikit) ditempuh dengan cara 
melakukan mutasi secara bertahap, guru dari sekolah yang kelebihan 
guru ke sekolah yang kekurangan guru (antar satuan pendidikan) dan 
dari tingkat sekolah yang lebih tinggi ke sekolah yang lebih rendah 
(antar jenjang pendidikan). 
Kebijakan mutasi guru secara bertahap di Kabupaten Magetan 
sudah dimulai sejak Januari 2012 sampai bulan September 2016, 
sesuai data terakhir yang diperoleh peneliti hingga saat penelitian ini 
dilakukan masih dilaksanakan mutasi guru PNS untuk memenuhi 
kebutuhan guru di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Magetan. 
Sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Bersama Lima Menteri 
Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri 
Sipil. Pelaksanaan kebijakan mutasi guru ini sangat meresahkan 
kalangan guru di Kabupaten Magetan. Banyak guru yang merasa tidak 
adil dalam proses mutasinya. Bahkan tidak sedikit guru yang merasa 
dirugikan dengan adanya Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 
2011 ini. Hal ini berlaku nasional, bukan hanya di Kabupaten 
Magetan. Seperti kutipan pada okezone.com berikut ini : 
“Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Distribusi 
Guru dinilai merugikan guru karena implementasinya akan 
memangkas persyaratan 24 jam mengajar dan pemecatan ribuan 
guru honorer.  Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) 
Retno Listyarti mengatakan, guru harus mengajar minimal 24 jam 
dan maksimal 40 jam untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. 
Namun SKB tersebut memperhitungkan jam mengajar dengan 
pembulatan ke bawah. Dirinya mencontohkan, dua jam pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dikali 18 rombongan belajar 
sama dengan 36 jam lalu dibagi 24 jam hasilnya 1,5 namun 
dibulatkan menjadi 1 jam. Artinya sekolah tersebut hanya 
membutuhkan satu guru yang wajib mengajar 36 jam dengan 
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jumlah murid 720 orang. Akibat rumus pembulatan tersebut, 
ujarnya, banyak guru yang tidak memperoleh 24 jam di 
tempatnya bertugas dan bahkan ada guru yang dianggap hanya 
mendapat nol jam yang diberikan atas dasar senioritas dan bukan 
kompetensi atau prestasi. Untuk mengejar 24 jam maka guru pun 
diharuskan mengajar di dua atau empat sekolah lain yang 
jaraknya jauh. “Untuk di Jakarta masih mending, namun di daerah 
mereka membutuhkan waktu dan biaya tinggi untuk mengajar 
disekolah lain,” katanya di kantor Indonesia Corruption Watch 
(ICW) kemarin. Namun bagi guru PNS juga terancam tidak 
mendapat tunjangan sertifikasi karena hanya diperbolehkan 
menutupi kekurangan jam mengajarnya disekolah negeri saja. 
Padahal selama ini banyak guru PNS yang mengajar disekolah 
swasta miskin tanpa dibayar untuk mengejar target 24 jam. “Bagi 
mereka lebih baik tidak mengejar 24 jam untuk mendapatkan 
tunjangan karena biaya mengajar ke sekolah lain lebih tinggi 
daripada nominal tunjangan yang didapat,” imbuhnya.131 
Kutipan di atas menggambarkan posisi guru yang sulit dengan 
diterapkannya Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ini. Hal ini juga 
terjadi di Kabupaten Magetan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah 
Kabupaten Magetan dalam mutasi guru banyak dikeluhkan oleh guru 
karena merasa terancam akan kehilangan tunjangan sertifikasinya. 
Walaupun sebenarnya guru yang diprioritaskan untuk dimutasi adalah 
guru baru atau yang masa kerjanya masih sedikit terutama yang 
diangkat dari tenaga honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil. 
Hasil wawancara dengan Djimin, guru SMPN 2 Sukomoro 
yang dimutasi ke SMPN 2 Poncol menyatakan bahwa : 
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“Saya tahu kalau pemkab sekarang sedang melakukan mutasi 
guru secara bertahap. Dan saya temasuk guru yang ikut dimutasi. 
Namun ketika saya sampai di sekolah yang baru, jam mengajar 
saya masih kurang. Saya hanya dapat jatah mengajar 16 jam, 
masih kurang 8 jam pelajaran agar mencapai syarat 24 jam. Saya 
bingung mencari jam mengajar di sekolah lain lagi agar jam 
mengajar saya cukup dan tunjangan sertifikasi masih bisa saya 
terima. Wong saya dan keluarga saya sekarang mengantungkan 
hidup dari sertifikasi mas. Gaji saya sudah habis buat bayar 
cicilan Bank Jatim untuk membangun rumah”.132 
Hasil wawancara di atas menunjukkan proses mutasi guru di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan membuat guru 
merasa nasibnya terancam. Tidak sedikit guru yang mempunyai nasib 
serupa dengan Bapak Djimin tersebut. Dimana guru mengandalkan 
tunjangan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola 
perilaku guru sebelum adanya kebijakan tentang sertifikasi maupun 
sekarang tetap sama. Menggunakan kemudahan yang diberikan Bank 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ketika ada peraturan 
baru, guru akan merasa sangat dirugikan seperti yang terjadi sekarang 
ini. Pola perilaku ini tentu menghambat pelaksanaan kebijakan publik 
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah secara substansi hukum. 
Nasib guru semakin kian terpuruk ketika pemerintah pusat 
mengeluarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 06 Tahun 2012 
Tentang Redistribusi Dan Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil 
Bidang Pelayanan Dasar. Guru yang merupakan PNS bidang 
pelayanan dasar dituntut untuk meningkatkan kompetensinya. Selain 
itu harus bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan sumpahnya, 
sehingga mutasi bukan hanya bisa terjadi antar satuan kerja, antar 
jenjang, maupun antar jenis pendidikan namun juga antar kabupaten 
dan propinsi. Hal ini tidak menutup kemungkinan guru akan dimutasi 
ke tempat baru yang sangat jauh dengan tempat tinggalnya sekarang.  
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Dalam Surat Edaran Menpan RB ini dibahas mengenai 
pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat terkait untuk 
melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Melakukan redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan PNS pada 
satuan pendidikan (sekolah/madrasah negeri) dan sarana pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara 
proporsional dengan tahapan : 
a) Melaksanakan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah 
kebutuhan Guru dan Tenaga Kesehatan pada masing-masing 
satuan pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan sesuai 
dengan Keputusan Men.PAN Nomor Kep/75/M.PAN/7/2004 
tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dalam Rangka 
Penyusunan Formasi PNS yang ditindaklanjuti dengan : 
(1) Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru yang dikeluarkan 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan 
(2) Pedoman Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang 
dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. 
b) Mencocokkan antara kebutuhan Guru dan Tenaga Kesehatan 
pada masing-masing satuan pendidikan dan sarana pelayanan 
kesehatan dengan jumlah dan kualitas PNS yang ada 
(bezeting). 
c) Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan setiap jenis jabatan 
Guru dan Tenaga Kesehatan pada masing-masing satuan 
pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan. 
d) Melakukan redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan 
berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan PNS dibandingkan 
dengan PNS yang ada (bezeting), dengan tetap memperhatikan 
kompetensinya, dengan tahapan sebagai berikut : 
(1) Redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan pada tahap 
pertama dilakukan antar satuan pendidikan, antar jenjang, 
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antar jenis pendidikan, dan antar sarana pelayanan 
kesehatan pemerintah dalam instansi yang bersangkutan. 
(2) Redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan antar satuan 
pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, dan antar 
sarana pelayanan kesehatan pemerintah lintas 
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi difasilitasi 
/dikoordinasikan oleh Gubernur. 
(3) Redistribusi Guru dan Tenaga Kesehatan antar satuan 
pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, dan antar 
sarana pelayanan kesehatan pemerintah lintas 
Kabupaten/Kota lintas provinsi difasilitasi/dikoordinasikan 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 
Kesehatan bersama Menteri PAN-RB serta Kepala BKN. 
2) Mengupayakan peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kesehatan 
PNS pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah negeri) dan sarana 
pelayanan kesehatan pemerintah, dengan tahapan : 
a) Melakukan penilaian kompetensi Guru dan Tenaga Kesehatan 
untuk mendapatkan: 
(1) Guru dan Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk 
menduduki jabatan sebagai Guru dan Tenaga Kesehatan 
sesuai dengan kompetensi atau spesifikasi jabatan 
(klasifikasi I). 
(2) Guru dan Tenaga Kesehatan yang kurang kompeten tetapi 
dapat dikembangkan atau perlu mengikuti diklat untuk 
peningkatan kompetensi maupun alih profesi (klasifikasi 
II). 
(3) Guru dan Tenaga Kesehatan yang tidak kompeten dan tidak 
mungkin dikembangkan atau alih profesi/tidak dapat 
ditampung, diarahkan untuk mengikuti program pensiun 
dini secara sukarela (klasifikasi III). 
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Surat Edaran Menpan RB ini tentu semakin memojokkan guru 
untuk bersedia dimutasi agar distribusi guru dapat semakin merata 
pada seluruh satuan pendidikan. Pemerintah sudah mengeluarkan 
belanja pegawai yang banyak untuk menggaji guru ditambah tunjangan 
sertifikasi. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk 
mengoptimalkan kinerja guru PNS yang ada agar tidak perlu 
melakukan rekrutmen guru baru yang tentu akan semakin membebani 
APBN maupun APBD.  
Sikap Pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan 
Surat Edaran Menpan RB ini tentu dengan jalan melakukan distribusi 
guru sebagai PNS bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan mutasi di 
Kabupaten Magetan baru pada taraf antar satuan pendidikan, antar 
jenjang dan antar jenis pendidikan. Dikarenakan Kabupaten Magetan 
masih kekurangan guru, sehingga belum melaksanakan mutasi antar 
kabupaten/kota maupun antar propinsi.  
Hasil wawancara dengan Wahyu Trisno L, guru SMPN 1 
Karangrejo yang dimutasi ke SDN Joketro 1 Kecamatan Parang 
menyatakan bahwa :  
“Memang sulit mengubah kebiasaan mengajar saya yang dulu 
cuman mengajar Bahasa Indonesia di SMP menjadi guru kelas di 
SD seperti sekarang. Saya harus belajar lagi seluruh pelajaran SD 
kelas 5 yang sekarang ini menjadi tugas saya. Membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran dan lain sebagainya. Untungnya guru-
guru SD itu kompak. Jadi saya dibantu ketika mengalami 
kesulitan dalam mengajar. Daripada dipindah ke sekolah yang 
jauh, mending saya ngajar di SD saja yang penting tidak terlalu 
jauh dari rumah. Anak-anak saya masih kecil, kalau ngajarnya 
jauh kan repot”.133 
Kebijakan mutasi antar jenjang dan antar jenis pendidikan 
sudah dilaksanakan terhadap guru di lingkungan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan. Mutasi seperti ini tentu dibutuhkan pendidikan 
dan pelatihan agar guru yang dimutasi dapat menjalankan tugas dengan 
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baik. Disebabkan keterbatasan dana yang ada, pendidikan dan 
pelatihan biayanya dibebankan pada guru yang bersangkutan. 
Selebihnya dalam praktik bekerja sehari-hari guru tersebut dibimbing 
oleh pihak sekolah yang ditempati. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara substansi 
hukum Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan 
dan Pemerataan Guru Pegawai Sipil dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan kekurangan guru sudah menjawab permasalahan yang 
sering terjadi di satuan-satuan pendidikan yang ada di daerah terutama 
di wilayah pinggiran khususnya di Kabupaten Magetan. Namun 
terhadap peraturan tersebut harus dilakukan tindak lanjut oleh 
Pemerintah Kabupaten Magetan dengan cara menetapkan Peraturan 
Daerah atau Peraturan Bupati sebagai keberlanjutan atau penguatan 
terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011. Hal ini perlu 
dilakukan agar dalam pelaksanaan mutasi guru yang dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai landasan hukum yang 
kuat dan sistematis sehingga guru yang terkena kebijakan mutasi tidak 
merasa diperlakukan semena-mena, karena kebijakan mutasi yang 
dilakukan mempunyai landasan hukum yang kuat dan memiliki sebuah 
tujuan yang mulia demi terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi 
seluruh warga masyarakat. 
Peran serta Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan 
tujuan ditetapkannya Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 ini 
sangat dibutuhkan, hal ini menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan atau 
implementasi dari peraturan bersama tersebut. Masyarakat secara 
umum serta guru yang secara khusus sebagai objek dari kebijakan 
pelaksanaan peraturan bersama tersebut  merasa bahwa Pemerintah 
Daerah dalam hal ini Kabupaten Magetan telah menunjukkan 
keberpihakannya dengan ditetapkannya aturan pemerintah pusat terkait 
pemerataan dan penataan guru sehingga secara substansi hukum tujuan 
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dari peraturan bersama tersebut dapat diwujudkan dan menjadi 
tanggung jawab bersama.  
 
c. Komponen Budaya Hukum (Legal Culture) 
Budaya hukum mencakup sikap manusia terhadap hukum dan 
sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. 
Kesadaran masyarakat untuk memahami hukum dan budaya hukum 
harus terus dikembangkan. Agar hukum dan sistem hukum  dapat 
berjalan dengan baik. Tujuan peningkatan kesadaran hukum dan 
pengembangan budaya hukum adalah untuk meningkatkan kembali 
kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat 
penyelenggara negara secara keseluruhan dan meningkatkan tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak 
hukum yang diharapkan akan menciptakan budaya hukum yang baik di 
semua lapisan masyarakat. 
Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas tentu 
harus dapat dijawab pemerintah dengan menyediakan fasilitas 
pendidikan yang baik dan ditunjang dengan tenaga pendidik atau guru 
yang profesional. Kualitas profesionalisme guru merupakan faktor 
yang paling kuat terhadap prestasi belajar siswa sebagai indikator hasil 
pendidikan. Oleh karena itu guru harus dapat bekerja dengan maksimal 
dan selalu berusaha meningkatkan kompetensi dirinya.  
Pemerintah sudah berupaya memberikan kesejahteraan yang 
cukup kepada guru agar dapat menunjukkan kinerjanya yang terbaik. 
Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberikan tunjangan 
sertifikasi maupun pemberian diklat agar kompetensi guru semakin 
baik. Ketika pemerintah mengalami kesulitan dengan masalah belanja 
pegawai tentu pemerintah harus menghentikan sementara 
pengangkatan pegawai baru. Sementara pegawai yang memasuki masa 
pensiun juga tidak sedikit. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan 
guru yang masih kurang di daerah-daerah maka pemerintah melakukan 
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penataan dan pemerataan guru dengan menetapkan Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil.  
Kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut secara kultur 
hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi harapan 
masyarakat tentang pendidikan yang baik bagi masa depan bangsa ini. 
Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang baik dan guru yang 
cukup tentu proses belajar mengajar pada satuan pendidikan hingga 
pelosok tanah air ini dapat berjalan dengan lancar.   
Pendidikan yang berkualitas harus diberikan kepada seluruh 
lapisan masyarakat baik yang ada di perkotaan maupun di pelosok 
pedesaan. Guru harus bersedia ditempatkan dimanapun satuan 
pendidikan yang membutuhkan jasanya. Anggapan yang berkembang 
di kalangan guru maupun masyarakat bahwa guru yang mengajar di 
sekolah favorit tentu merupakan guru pilihan yang memiliki 
kompetensi bagus.  
Pemikiran maupun anggapan tersebut tentu membuat guru pada 
sekolah favorit akan merasa status sosialnya turun apabila harus 
mengajar pada sekolah yang ada di pelosok pedesaan, sehingga guru 
pada sekolah di kota yang maju berusaha agar posisi kerjanya tetap 
bertahan dan tidak dimutasi. 
Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pola pikir 
dan kultur budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap budaya 
hukum, hal ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan atau implementasi 
dari Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan 
dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Dalam pelaksanaan 
peraturan bersama tersebut tidak sedikit guru yang terkena kebijakan 
mutasi merasa bahwa dirinya mendapat “hukuman” karena di mutasi 
ke sekolah-sekolah pinggiran sehingga tujuan dari ditetapkannya 
peraturan bersama tersebut menjadi kabur atau tidak terwujud. Padahal 
jika guru sebagai objek kebijakan mempunyai pola pikir bahwa 
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kebijakan mutasi merupakan sebuah tujuan mulia untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas maka guru 
tersebut akan menerima dengan senang hati kebijakan mutasi yang 
telah dilakukan. Kultur budaya masyarakat juga harus diubah karena 
hal ini mempunyai pengaruh yang nyata terhadap semua kebijakan dan 
peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, dalam masyarakat harus 
dikembangkan sebuah pola pikir ataupun kultur bahwa kebijakan dan 
peraturan yang ditetapkan pemerintah adalah suatu kebijakan dan 
peraturan yang baik dan mempunyai tujuan yang mulia, sehingga 
seluruh komponen masyarakat yang menjadi objek dari sebuah 
peraturan ataupun kebijakan bisa menerima dan mendukung 
ditetapkannya peraturan atau kebijakan tersebut. 
 
2. Kendala yang Terjadi dalam Implementasi Peraturan Bersama Lima 
Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kebijakan Mutasi Guru di 
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 
Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil membuat 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan melakukan mutasi guru secara 
bertahap. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh 
satuan pendidikan di Kabupaten Magetan terutama di daerah-daerah 
pinggiran Kabupaten Magetan yang masih kekurangan lebih dari 350 
orang tenaga pendidik. Mutasi yang dilakukan tidak hanya antar satuan 
pendidikan namun juga antar jenjang dan antar jenis pendidikan. Hal ini 
dikarenakan masih ada kelebihan dari jenjang pendidikan lain yaitu TK, 
SMP, dan SMA atau yang sederajat yang dapat dimutasi untuk mengisi 
kekurangan guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan. 
Pelaksanaan sebuah kebijakan tentu akan terjadi kendala, karena 
akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu pelaksanaan 
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mutasi yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang 
ada dan memenuhi rasa keadilan bagi guru yang dimutasi sehingga mutasi 
yang dilakukan bukan dirasakan sebagai hukuman. 
Untuk membahas kendala-kendala yang terjadi pada permasalahan 
tersebut maka pada penelitian ini menggunakan teori tentang tiga unsur 
sistem hukum (three element of legal system) yang dikemukakan oleh 
Lawrence M. Friedman dan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh 
Lon L. Fuller. 
a. Sistem Hukum 
Friedman menyatakan bahwa hukum merupakan satu kesatuan 
sistem yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait. Dalam ketiga 
unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut 
adalah 1) Struktur Hukum (Legal Structure), 2) Substansi Hukum 
(Legal Substance), 3) Kultur Hukum ( Legal Culture).
134
 
1) Unsur Struktur Hukum (Legal Structure) 
Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum 
merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, 
yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat 
hukum, dan proses serta kinerja mereka. Dalam penerapan kebijakan 
publik pejabat yang membuat dan berwenang mengatur dan 
melaksanakan kebijakan tersebut harus benar-benar konsisten 
dengan kebijakan yang telah dibuat. Ia tidak boleh mangkir dari 
kebijakan-kebijakan hukum yang telah dibuatnya. Dengan kata lain, 
dalam melakukan segala perbuatan, pemerintah harus selalu 
berpegang teguh terhadap peraturan umum yang telah dibuatnya. 
Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil harus 
dilaksanakan dengan pertimbangan kebutuhan guru yang diajukan 
satuan pendidikan yang masih kekurangan guru. Guru sebagai 
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komponen yang menjadi objek pelaksanaan kebijakan ini sesuai 
dengan sumpahnya harus dapat menerima dan melaksanakan 
kebijakan ini dengan sungguh-sungguh. Namun yang terjadi justru 
sebaliknya, beberapa guru berupaya dengan segala macam cara 
untuk dapat tetap bekerja pada satuan pendidikan yang 
diinginkannya dan tidak terkena kebijakan mutasi yang dilakukan. 
Upaya yang dilakukan guru seperti ini tentu akan menimbulkan 
peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait.  
Hasil wawancara dengan Agung Prabowo, seorang staf Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan membahas permasalahan mutasi 
guru ini menyatakan bahwa : 
“Hampir tiap hari rumah saya kedatangan guru yang sudah 
dimutasi. Mereka menginginkan bantuan dari saya untuk 
mendapatkan surat perintah pengembalian ke satuan pendidikan 
sebelumnya. Atau dipindah lagi ke sekolah yang tidak terlalu 
jauh dari tempat tinggalnya. Guru tersebut memiliki alasan 
karena ada temannya yang tidak jadi dimutasi ke sekolah 
pinggiran. Bahkan guru sudah mendapat SK mutasi bisa 
memperoleh surat perintah untuk kembali ke satuan pendidikan 
yang lama”. 135 
Hasil wawancara tersebut menggambarkan terjadinya 
penyalahgunaan wewenang pejabat terkait karena adanya desakan 
keinginan dari guru yang bersangkutan. Secara struktur hukum mulai 
dari guru yang seharusnya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah telah melakukan tindakan yang menyulut terjadinya 
penyalahgunaan jabatan oleh pejabat yang mengatur terlaksananya 
kebijakan tersebut. 
 
2) Unsur Substansi Hukum (Legal Substance)  
Kebijakan melakukan mutasi secara bertahap pada 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sekarang ini tentu 
mendapat perhatian dari kalangan guru dan masyarakat Kabupaten 
                                                 
135
  Wawancara dengan Agung Prabowo, Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, tanggal, 6 
Oktober 2016. 
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Magetan. Ketika terjadi proses mutasi yang tidak adil tentu akan ada 
reaksi dari guru itu sendiri. Guru akan memantau siapa saja yang 
dimutasi atau yang menempati posisinya terdahulu.  
Guru yang dimutasi lebih diutamakan pada guru yang 
diangkat dari tenaga honorer menjadi CPNS sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil, dan belum mendapat tunjangan 
sertifikasi. Dalam hal ini, guru dengan kondisi seperti itu masa 
kerjanya juga masih rendah dan usianya cenderung masih muda. 
Namun dalam kenyataannya masih ada guru yang masa kerjanya 
belum lama tidak dimutasi padahal dari sekolah yang sama terdapat 
guru yang lebih senior terkena mutasi. Hal ini tentu membuat ada 
kecemburuan atau kekurangnyamanan dalam proses mutasi guru. 
Seperti hasil wawancara dengan Muhadi, seorang guru senior yang 
terkena dampak mutasi sebagai berikut : 
“Saya dipindah ke SMPN di desa sekarang mas. Wong saya gak 
punya kenalan atau saudara di dinas. Padahal di sekolah saya 
yang lama itu ada guru baru yang tidak dipindah. Gimana lagi 
wong dia itu saudaranya pejabat di Dinas Pendidikan. Nasib 
wong cilik itu ya gini ini. Sering diperlakukan tidak adil”.136 
Hasil wawancara di atas menggambarkan pelaksanaan 
kebijakan mutasi guru sebagai implementasi Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan belum berjalan dengan baik. Masih terdapat kendala dalam 
mengimplementasikan peraturan bersama tersebut. Secara substansi 
hukum, kendala yang terjadi adalah kurangnya keadilan dalam 
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  Wawancara dengan Muhadi, Guru SMPN 2 Magetan yang dimutasi ke SMPN 2 Parang, 
tanggal 12 Oktober 2016. 
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melaksanakan mutasi. Intervensi pejabat di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Magetan untuk mempertahankan posisi saudara atau 
teman dekatnya agar tidak dimutasi kepada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan berdampak pada ketidakadilan dalam proses 
mutasi. Lebih parah lagi dalam proses mutasi guru ini dijadikan 
sarana untuk memindahkan kerabat para pejabat daerah dari daerah 
pinggiran ke daerah perkotaan, sehingga mengorbankan guru yang 
sudah bekerja di sekolah yang menjadi tujuan mutasi. 
 
3) Unsur Kultur Hukum (Legal Culture) 
Unsur kultur hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-
sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang 
hukum. Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 ini merupakan 
gagasan untuk menjawab harapan masyarakat demi terpenuhinya 
kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang kekurangan tenaga 
pendidik. 
Secara kultur hukum, pola pikir guru yang selalu berusaha 
untuk dekat dengan anggota keluarga atau tempat tinggalnya 
membuat mereka berusaha mempertahankan kondisi yang sudah 
bertahun-tahun dia kerjakan. Dengan adanya mutasi secara bertahap 
sekarang ini membuat guru menjadi khawatir apabila dimutasi jauh 
dari tempat tinggal dan keluarganya. 
Pola pikir guru seperti yang dijelaskan di atas tentu menjadi 
kendala tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan publik dalam 
implementesi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil ini. Hal ini 
sesuai dengan wawancara dengan Gito, guru yang semula mengajar 
di SMP Negeri 2 Magetan dan sempat dipindah pada SMP Negeri 2 
Karas yang kemudian mendapat surat perintah untuk mengajar di 
SMP Negeri 4 Magetan sebagai berikut : 
“Yang namanya orang kerja ya inginnya selalu dekat rumah 
mas, waktu saya mendapat surat tugas pindah ke SMP Negeri 2 
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Karas ya saya merasa keberatan. Terlebih sampai di sana saya 
tidak mendapat jam mengajar yang cukup agar tunjangan 
sertifikasi saya tidak hilang. Akhirnya saya mengajukan surat 
keberatan kepada kepala sekolah dan BKD karena kasus saya 
ini. Alhamdulillah saya dipindah kembali ke SMP Negeri 4 
Magetan. Jadi tidak terlalu jauh dari rumah saya sekarang”.137 
Hasil wawancara di atas menunjukkan sikap guru yang selalu 
berusaha dekat dengan tempat tinggalnya dan berusaha sekuat tenaga 
mempertahankan kedudukannya sekarang. Kebetulan kasus ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Namun apabila hal seperti ini diketahui oleh 
banyak guru lain, tentu akan menimbulkan reaksi yang keras. 
 
b. Kepastian Hukum 
Berdasar pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh 
Lon Fuller bahwa ada delapan hal yang menyebabkan sulit terciptanya 
ketertiban hukum dalam masyarakat. Kedelapan hal tersebut oleh Lon 
Fuller disebut dengan delapan desiderata. Delapan desiderata itu 
selanjutnya oleh Lon Fuller dijabarkan sebagai persyaratan yang harus 
dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja baik dalam 
masyarakat. Kedelapan hal tersebut adalah : 
1.  Generality; 
2. Promulgation; 
3. Prospectivity; 
4. Clarity; 
5. Consistency or avoiding contradiction; 
6. Possibility of obedience; 
7. Constancy through time or avoidance of frequent change; 
8. Congruence between official action and declared rules.
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Berdasarkan delapan desiderata yang dikemukakan oleh Lon 
Fuller, terdapat beberapa desiderata yang tidak sesuai, maka untuk 
menjawab kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
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  Wawancara dengan Gito, guru yang semula mengajar di SMP Negeri 2 Magetan dan 
sempat dipindah pada SMP Negeri 2 Karas yang kemudian dimutasi ke SMP Negeri 4 Magetan, 
tanggal. 17 Oktober 2016. 
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  MR Zafer, Ibid. 
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Pegawai Negeri Sipil terhadap kebijakan mutasi guru di lingkungan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan beberapa desiderata yang tidak 
sesuai dalam penerapannya dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1) Generality (suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-
peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-
hal tertentu) 
Desideratum atau desiderata Lon Fuller yang pertama, 
berkaitan dengan “generalitas undang-undang”. Agar kehidupan 
manusia dalam bermasyarakat dapat menjadi tertib dan teratur, 
persyaratan mengenai eksistensi atau keberadaan dari hukum adalah 
suatu keharusan yang tidak dapat ditolak. Dengan generalitas di sini 
dimaksudkan bahwa dalam suatu sistem hukum harus ada peraturan. 
Peraturan tersebut mengatur mengenai perilaku tertentu dari setiap 
anggota masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut diawasi dalam 
pelaksanaannya. Peraturan ini terus berjalan dan tidak berhenti 
selama masyarakat tersebut masih tetap ada. Ini berati suatu aturan, 
khususnya undang-undang harus dibuat bukan untuk kepentingan 
dari orang, golongan atau suatu kelompok tertentu, dan karenanya 
harus diterapkan dan berlaku secara umum. Dengan demikian suatu 
undang-undang yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan 
sesaat atau hanya untuk suatu hal atau kejadian tertentu bukanlah 
suatu aturan atau ketentuan yang baik. 
Dalam hal penerapan Peraturan Bersama Lima Menteri 
Tahun 2011 seharusnya diterapkan kepada seluruh guru PNS, sesuai 
dengan kebutuhan dari satuan pendidikan yang ada di lingkungan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan tanpa memandang kedekatan 
yang bersangkutan dengan pejabat daerah atau siapapun sehingga 
dalam penerapannya tidak terkesan tebang pilih ataupun dianggap 
pandang bulu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 
Suwarno, Penilik TK/SD UPTD Pendidikan Kecamatan Plaosan 
sebagai berikut : 
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“Kalau mau melakukan mutasi guru itu harusnya “digebyah 
uyah (bersifat umum)” semua harus kena dan sesuai permintaan 
kebutuhan guru yang diminta oleh UPTD Pendidikan 
Kecamatan. Jangan hanya karena permintaan dan kepentingan 
pribadi, guru yang bersangkutan menjadi tidak dimutasi. Lha 
kalau seperti ini terus mau kapan guru di masing-masing sekolah 
bisa tercukupi”.139 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Peraturan 
Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tersebut disepakati untuk 
dilaksanakan dan diterapkan kepada seluruh guru PNS yang memang 
secara aturan harus dimutasi untuk menata dan memeratakan guru di 
seluruh satuan pendidikan demi kepentingan pemenuhan kebutuhan 
akan kualitas pendidikan bagi seluruh anak didik, dan bukan hanya 
untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Penerapan 
kebijakan mutasi yang dilakukan harus diterima dengan baik demi 
mewujudkan tujuan pemerintah untuk memberikan pelayanan 
pendidikan yang berkualitas kepada seluruh komponen masyarakat 
khususnya di Kabupaten Magetan. Selain hal tersebut Pemerintah 
Kabupaten Magetan dalam menetapkan kebijakan mutasi harus 
berpegang teguh dan sesuai dengan Peraturan Bersama Lima 
Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil dan tidak berdasarkan asumsi maupun 
keputusan-keputusan sesat, yang tentunya akan menyalahi aturan 
umum dan menimbulkan efek buruk dikemudian hari terhadap 
legalitas dan keabsahan dari peraturan dan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 
 
2) Promulgation (peraturan tersebut diumumkan kepada publik) 
Desideratum atau desiderata kedua yang dikemukakan oleh 
Lon. Fuller berkaitan dengan pengumuman yang harus dilakukan 
agar peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut dapat 
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  Wawancara dengan Suwarno, Penilik TK/SD UPTD Pendidikan Kecamatan Plaosan, 
tanggal. 6 Oktober 2016. 
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diketahui oleh seluruh anggota masyarakat dan karenanya 
dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap anggota masyarakat tersebut, 
ini bukan suatu hal yang mudah untuk dipahami dan dimengerti 
dengan mudah. Beberapa pertanyaan mendasar dapat lahir dari 
desideratum ini. Apakah dengan dilakukannya pengumuman 
tersebut, maka setiap hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut 
lantas mengikat, bagaimana selayaknya seorang mengetahui 
pengumuman yang diberikan tersebut, apakah setiap peraturan yang 
dikeluarkan harus diumumkan manakala sesungguhnya setiap 
anggota masyarakat sudah mengetahuinya dengan pasti. Untuk 
menjawab hal tersebut, pengumuman adalah suatu keharusan, 
mengingat bahwa dengan dilakukannya pengumuman, maka orang 
dapat memprediksi segala sesuatu yang dilakukan olehnya. Dengan 
demikian, maka setiap anggota masyarakat dapat menentukan 
langkah-langkah yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus 
dilaksanakan, dengan segala akibat hukumnya. Bahkan dalam hal 
tertentu pengumuman tersebut memungkinkan dilakukannya kritik, 
keberatan atau tanggapan terhadap peraturan yang telah diumumkan 
tersebut, sehingga nantinya peraturan tersebut akan menjadi jauh 
lebih baik. Mengenai bentuk pengumuman, bahwa pengumuman 
tersebut haruslah memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk 
mengetahui dan memperolehnya secara mudah. Hal ini tidaklah 
berarti dengan pengumuman tersebut, setiap orang diharapkan untuk 
membaca, mengetahui dan memahaminya semua dengan baik. 
Apabila melihat salah satu desiderata atau desideratum diatas 
maka terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 sudah 
seharusnya dilakukan sosialisasi agar setiap guru PNS yang ada di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengetahui akan 
adanya peraturan tersebut. Hasil wawancara dengan Pranowo Setyo 
Budi, Kasi Ketenagaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan sebagai berikut : 
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“Terkait dengan SKB 5 Menteri Tahun 2011 tersebut selama ini 
belum pernah dilakukan sosialisasi mas, hal ini terjadi karena 
tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi itu. Sesuai 
dengan DPA yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 
selama ini sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi yang 
benar-benar diperlukan dan untuk anggarannya kecil sehingga 
dibagi-bagi antar bidang. Mungkin untuk anggaran tahun depan 
bisa kami ajukan untuk dilakukan sosialisasi atas SKB 
tersebut”.140 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sejak 
diberlakukannya Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil bahwa 
di Kabupaten Magetan belum sekalipun dilakukan sosialisasi, 
sehingga ada kemungkinan tidak semua guru PNS yang ada di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengetahui 
tentang aturan tersebut. Hal ini berakibat kurangnya pemahaman atas 
tujuan yang diinginkan dari aturan tersebut sehingga menimbulkan 
kendala tersendiri, terutama saat guru PNS yang belum mengetahui 
aturan dimaksud selanjutnya terkena kebijakan mutasi, pasti yang 
bersangkutan akan bertanya-tanya akan penerapan kebijakan mutasi 
terhadap dirinya tersebut apakah ada dasar hukumnya. 
Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat guru yang belum 
mengetahui adanya peraturan terkait penataan dan pemerataan guru 
tersebut. Banyak guru yang masih beranggapan bahwa mutasi yang 
dilakukan hanya atas perintah dari peraturan yang mengatakan 
bahwa bupati melalui dinas mempunyai hak untuk melakukan 
mutasi, padahal kebijakan mutasi yang dilakukan sudah berdasar 
pada Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 yang telah 
mengatur secara khusus tentang penataan dan pemerataan guru 
dengan tujuan memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga pendidik 
atau guru di seluruh satuan pendidikan yang ada di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan. 
                                                 
140
  Wawancara dengan Pranowo Setyo Budi, Kasi Ketenagaan Pendidikan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magetan, tanggal 11 Oktober 2016. 
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Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, maka langkah yang 
harus diambil dan harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan 
khususnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan adalah 
dengan melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Bersama Lima 
Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil. Dengan hal tersebut guru sebagai objek dari 
penerapan kebijakan mutasi mengetahui, mengerti, dan memahami 
bahwa kebijakan mutasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 
Magetan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dengan tujuan 
yang mulia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar bagi seluruh 
komponen masyarakat yaitu pendidikan. 
Kendala yang berkaitan dengan anggaran sehingga 
menyebabkan peraturan bersama tersebut tidak dapat diumumkan 
atau disosialisasikan harapnya bisa dikoordinasikan dengan baik oleh 
semua pihak yang terkait. Hal ini perlu dilakukan agar dalam 
pelaksanaan sebuah peraturan khususnya Peraturan Bersama Lima 
Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil tidak menemui kendala, sehingga bisa diterima 
dengan baik dan dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan 
pemenuhan kebutuhan kekurangan guru di seluruh satuan pendidikan 
yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 
 
3) Congruence Between Official Action and Declared Rules (harus 
ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari) 
Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang 
diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya. Keputusan akan 
keberadaan aturan menjadi final ketika disepakati bersama. Siapapun 
harus patuh dan taat atas putusan tersebut, termasuk para pembuat 
aturan itu sendiri. Konsistensi menjadi tanggung jawab pemerintah 
dalam menerapkannya. 
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Dalam hal penerapan atau implementasi dari Peraturan 
Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil terhadap kebijakan mutasi 
guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, 
kendala yang dihadapi adalah adanya ketidaksesuaian antara 
peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini 
tercermin dari hasil wawancara dengan Lilik Haryadi, guru SMPN 1 
Karas yang dimutasi ke SDN Selotinatah 2 Kecamatan Ngariboyo 
sebagai berikut : 
“Saya dimutasi dari SMPN 1 Karas menjadi guru kelas di SDN 
Selotinatah 2 sejak Mei 2014, kata Kasi Ketenagakerjaan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan saya dimutasi untuk memenuhi 
kebutuhan kekurangan guru SD yang ada di Magetan, mutasi ini 
saya anggap telah sesuai dengan SKB 5 Menteri Tahun 2011. 
Tetapi ada yang mengganjal di benak saya, masih banyak 
sekolah SD atau SMP di Magetan ini yang masih kelebihan guru 
padahal di daerah pinggiran masih banyak juga yang 
kekurangan guru, saya mencoba bertanya sama beberapa teman 
terkait hal ini lha kok pertanyaannya juga sama. Jadi menurut 
saya buat apa dikeluarkan SKB tersebut kalau kenyataannya 
tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan 
aturannya. Banyak berita yang saya dengar bahwa banyak juga 
guru yang harusnya ikut dimutasi tetapi dengan melakukan 
berbagai macam cara kemudian tidak jadi dimutasi. Saya rasa 
pelaksanaan SKB 5 Menteri di Kabupaten Magetan ini tidak 
sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya sehingga perlu ada 
koreksi ulang, sehingga kebutuhan masyarakat akan pendidikan 
bisa terpenuhi terutama di sekolah-sekolah pinggiran”.141 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa 
implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan 
di Kabupaten Magetan terdapat kendala yaitu adanya 
ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari 
atau pelaksanaan di lapangan. Sesuai dengan Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 terkait kebijakan mutasi guru PNS, 
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  Wawancara dengan Lilik Haryadi, guru SMPN 1 Karas yang dimutasi ke SDN Selotinatah 
2 Kecamatan Ngariboyo, tanggal 11 Oktober 2016. 
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seharusnya ada perhitungan terhadap kebutuhan jumlah guru 
sehingga Pemerintah Kabupaten Magetan bisa mendistribusikan 
kebutuhan guru di masing-masing satuan pendidikan dengan tepat. 
Namun hal ini belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah 
Kabupaten Magetan khususnya Dinas Pendidikan karena masih ada 
sekolah yang masih kelebihan guru sedangkan ada sekolah lain yang 
kekurangan guru. Hal ini tercermin dari data kebutuhan kekurangan 
guru SD dan SMP yang ada di Kabupaten Magetan. Terkait dengan 
kebijakan mutasi guru PNS harus mengacu pada Peraturan Bersama 
Lima Menteri Tahun 2011 tersebut beserta aturan pelaksana lainnya, 
sehingga ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya. 
Berdasarkan data kekurangan guru di Kabupaten Magetan 
yang diperoleh saat dilakukannya penelitian, menunjukkan bahwa 
pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 masih 
terdapat kendala khususnya pemenuhan kebutuhan kekurangan guru 
yang terbukti bahwa sekolah yang kekurangan guru berada di daerah 
pinggiran Kabupaten Magetan. Pelaksanaan peraturan bersama 
terkait penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Magetan masih 
dipengaruhi kepentingan-kepentingan pribadi dan praktek-praktek 
yang tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 
2011. Hal ini pasti menimbulkan sebuah pertanyaan dan friksi di 
kalangan para guru yang terkena kebijakan mutasi, dan jika 
dibiarkan berlarut-larut maka akan memunculkan sebuah pola pikir 
dan pendapat bahwa peraturan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan 
oleh pemerintah tidak ada artinya dan tidak dilaksanakan sesuai 
dengan aturan yang telah ditetapkan. 
 
c. Upaya Alternatif yang Dapat Dilakukan Untuk Menghadapi 
Kendala. 
Kebijakan mutasi guru secara bertahap seperti yang 
dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan ini 
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tentu akan membuat banyak masalah dan kendala seperti yang 
dijelaskan di atas. Untuk itu perlu ada solusi alternatif untuk 
mengurangi dampak yang terjadi dari kebijakan yang dilaksanakan. 
Adapun solusi alternatif yang dapat disampaikan berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan adalah : 
1) Stuktur Hukum dan Kesesuaian Antara Peraturan Dengan 
Pelaksanaan 
Mutasi dalam skala besar tentu akan menjadi sorotan seluruh 
guru yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. 
Ketika ada kejanggalan yang terjadi pada proses mutasi, seperti guru 
yang seharusnya dimutasi tapi tidak pindah dari tempat kerjanya atau 
guru yang sudah diproses mutasi tapi mendapat surat perintah 
kembali ke satuan pendidikan sebelumnya. Sebaiknya Dinas 
Pendidikan dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah ini 
benar-benar berdasarkan rasa keadilan dan memiliki suatu kepastian 
hukum terkait kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan di 
lapangan. Bahkan kalau perlu sebagai contoh adil dan pastinya 
proses mutasi, ada kerabat atau teman dekat dari pejabat terkait yang 
turut di mutasi. Hal ini akan membuat guru-guru yang lain akan 
lebih patuh dalam menjalankan kebijakan ini. 
 
2) Substansi Hukum dan Diumumkan Kepada Publik 
Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Magetan mengeluarkan 
dan menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagai 
tindak lanjut dan upaya untuk menguatkan Peraturan Bersama Lima 
Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru 
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan pelaksana harus memuat sanksi 
yang tegas terhadap tindak kecurangan yang terjadi dalam proses 
mutasi guru sebagai tindak lanjut dari peraturan bersama tersebut, 
baik terhadap guru dan pejabat yang bersangkutan. Hal ini dapat 
dilakukan secara intern untuk pembinaan atau kalau memang 
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terbukti secara hukum melanggar disiplin PNS maka dilakukan 
tindakan hukuman disiplin sesuai peraturan pemerintah yang 
berlaku. Dinas Pendidikan harus melakukan sosialisasi atau 
diumumkan kepada publik yang dalam hal ini adalah guru PNS yang 
ada di Kabupaten Magetan tentang Peraturan Bersama Lima Menteri 
Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri 
Sipil sehingga pelaksanaan kebijakan mutasi yang dilakukan bisa 
diterima dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. 
 
3) Kultur Hukum 
Pelaksanaan mutasi membuat guru berusaha bertahan agar 
selalu dekat dengan tempat tinggal. Mengatasi hal ini sebaiknya 
pelaksanaan mutasi harus didata secara akurat agar mutasi guru tidak 
terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Mutasi sebaiknya juga tidak 
berdampak pada hilangnya tunjangan sertifikasi. Apabila harus 
dimutasi ke daerah pinggiran, maka yang diutamakan adalah guru 
yang masa kerjanya rendah, berasal dari guru honorer yang diangkat 
menjadi CPNS dan belum mendapat tunjangan sertifikasi. Itu pun 
juga tetap dengan pertimbangan jarak tempat tinggal dan sekolah 
yang tidak terlalu jauh. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, agar 
dalam pelaksanaan kebijakan mutasi dengan tujuan penataan dan 
pemerataan guru di seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magetan dapat terwujud. 
Seluruh guru PNS yang terkena kebijakan mutasi harus diberi 
pemahaman bahwa proses kebijakan mutasi ini dilakukan semata-
mata demi memberikan pelayanan dasar berupa pendidikan kepada 
seluruh anak didik dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan semangat 
yang ada dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan sesuai dengan amanat Undang 
Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan 
Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sudah baik, untuk memenuhi 
kekurangan kebutuhan guru dilakukan mutasi guru PNS secara bertahap. 
Bupati sudah mendelegasikan secara terstruktur wewenang penataan dan 
pemerataan guru ini kepada dinas terkait. 
2. Kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Bersama Lima 
Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan adalah : 
a. Tidak semua guru menerima dan melaksanakan kebijakan mutasi 
tersebut. 
b. Belum ada sosialisasi dari Peraturan Bersama ini, sehingga banyak guru 
yang tidak memahami pentingnya pelaksanaan kebijakan mutasi yang 
dilakukan. 
c. Belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Magetan sebagai 
tindak lanjut dari Peraturan Bersama ini, sehingga dalam pelaksanaan di 
lapangan sebagian belum sesuai peraturan. 
 
B. Implikasi 
1. Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan 
dengan tepat dan adil. Kekurangan kebutuhan guru tentu mengakibatkan 
mutasi guru dalam rangka memenuhi kebutuhan kekurangan guru tersebut 
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di seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magetan.   
2. Secara empiris kebijakan melakukan mutasi secara bertahap membuat 
tidak sedikit guru yang merasa diperlakukan dengan tidak adil dalam 
kebijakan mutasi tersebut. Terdapat guru yang tidak mendapat jam 
mengajar sama sekali di satuan pendidikan yang baru, atau guru yang 
membutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk mengajar pada jenjang 
pendidikan yang berbeda. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pelaksanaan 
kebijakan penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Magetan kurang 
berjalan secara maksimal. 
 
C. Saran 
Saran yang bisa penulis berikan berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Keadilan dalam proses mutasi guru harus benar-benar ditegakkan. 
Kebijakan mutasi tidak boleh pandang bulu sehingga pelaksanaan 
kebijakan penataan dan pemerataan guru berjalan dengan baik. 
2. Pemerintah Kabupaten Magetan harus mengeluarkan Peraturan Daerah 
atau Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dan upaya untuk menguatkan 
serta sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Bersama Lima Menteri 
Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil 
yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Magetan.  
3. Harus dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 
2011 ini, hal ini sebagai upaya untuk memahamkan dan memberi 
pengertian kepada guru pentingnya kebijakan mutasi ini demi kemajuan 
dunia pendidikan. 
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan harus membuat kebijakan tentang 
sanksi yang tegas sesuai peraturan tentang disiplin PNS, terhadap tindak 
kecurangan yang terjadi dalam proses mutasi guru, baik terhadap guru 
maupun pejabat yang bersangkutan. 
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